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ABSTRAK 

Nama : April 

Nim : 15 402 00245 

Judul : Analisis Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

     di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa 

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki PDRB per kapita 

terendah di Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, 

bagaimana klasifikasi pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir 

Selatan, sektor apa yang menjadi sektor basis dan non basis, dan sektor apa yang 

menjadi sektor potensi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi wilayah, 

sektor basis dan non basis, dan sektor potensi unggulan di Kabupaten Pesisir 

Selatan. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penelitian ini yaitu, bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, peneliti 

selanjutnya, dan bagi dunia akademik khiususnya IAIN Padangsidimpuan. 

Pembahasan penelitan ini berkaitan dengan bidang ilmu ekonomi regional. 

Pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan analisis 

penentuan sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan informasi 

dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepannya. 

Analisis Location Quotient adalah salah satu teknik pengukuran untuk menetukan 

sektor basis dan non basis. Analisis Shift Share merupakan alat untuk 

membandingkan laju pertumbuhan sektor industri di daerah denagn wilayah 

nasional. 

Jenis penelitian ini adalah penelitan analisis statistik deskriptif 

menggunakan studi time series dari tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera 

Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013-2017. Alat nalisis yang 

digunakan yaitu, analisis Location Quotient (LQ), dan analisis Shift Share. 

Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) diketahui bahwa sektor 

pertanian, kontruksi, administrasi, komunikasi, penyediaan akomodasi, kesehatan, 

dan pertambangan merupakan sektor basis dalam perkonomian wilayah 

Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil analsis Shift Share bahwa sektor yang memiliki 

potensi dan daya saing atau memiliki nilai positif pada komponen Propotional 

Shift (P) dan Differential Shift (D) adalah sektor kontruksi dan akomodasi. 

 

Kata kunci: Sektor Unggulan, Location Quotient (LQ), Shift Share  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan bahasa Arab ke bahasa latin. 

Penulisan transliterasi „Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari 

keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta‟ T Te ت

 sa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḣ ha (dengan titik di atas) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż   zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es ص

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

--- ◌  َ ---  Fathah   a      a 

---- ◌  َ --  Kasrah   i      i 

-- ◌  َ ---  Dammah  u     u 

Contoh: 

    yadzhabu  يذھت  kataba  كتت

 kuridza  كز ذ  su'ila  سئم
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama   Huruf Latin  Nama 

َ  ◌ --ى --- Fathah dan ya         ai   a dan i 

َ  ◌ --و ---  Fathah dan wawu         au   a dan u 

Contoh: 

 haula  ھىل  kaifa  كيف

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

a. Fathah + huruf alif, ditulis = a dengan garis di atas, seperti: 

 rijālun  رجّبل

b. Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a dengan garis di atas, seperti: 

 mūsā  يىسي

c. Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i dengan garis di atas, seperti: 

 mujībun  يجيت

d. Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti: 

و ھ ةنىق           qulūbuhum 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

a. Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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b. Ta’ Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h” 

Contoh: طهحة  Talhah 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: روضة انجُة  Raudah al-jannah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

Contoh: رثُّب  rabbana  َعى  na’ima 

6. Penulisan Huruf Alif Lam 

a. Jika bertemu dengan huruf qamariyah, maupun qomariyah ditulis dengan 

metode yang sama yaitu tetapi ditulis al-, seperti: 

 al-karīm al-kabīr  انكزيى انكجيز

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti : 

انحكيىانعشيش    al-Azīz al-hakīm 

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti : 

 Yuhib al-Muhsinīn  يحت انًحسُيٍ 

7. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 
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akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 umirtu  أيزت   syai’un  شئ

8. Penulisan Kata atau Kalimat 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata 

sekata. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn   اهزاش قيٍالله نهى خيز  ٌا و

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.  

Contoh: 

اّ لارسىل ًحًدويب    wamā Muhammadun illā Rasūl 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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Kaerena keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-

Latin. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan perekonomian suatu negara 

dalam jangka panjang. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi mengukur 

prestasi dan perkembangan suatu perekonomian dalam satu periode ke 

periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah  kenaikan kapsitas dalam 

jangka panjang dari negara yang besangkutan untuk menyediakan berbagai 

barang ekonomi kepada penduduknya dari satu periode ke periode 

selanjutnya untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 

kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau 

tidak dalam struktur ekonomi. Investasi akan menambah barang, modal dan 

teknologi yang digunakan akan ikut berkembang. Di samping itu tenaga kerja 

akan bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk yang sesuai  dengan 

pengalaman kerja dan tingkat pendidikan yang menambah keterampilan 

mereka. 

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan 

ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku 

di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, 

perkembangan infrastruktur , pertambahan jumlah sekolah, pertambahan 

produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Oleh sebab itu 
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untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan ialah tingkat 

pertumbuhan pendapatan nasional secara rill yang dicapai.
1
 

Kemudian dengan itu maka faktor produksi juga akan mengalami 

peningkatan terhadap jumlah maupun kaulitasnya sehingga dapat menambah 

jumlah barang, modal dan penggunaan teknologi dalam pengolahan sumber 

daya alam atau SDA akan mengalami peningkatan. Maka tenaga kerja yang 

dibutuhkan akan bertambah sesuai dengan pengalaman kerja dan tingkat 

pendidikan yang menambah keterampilan penduduk sekitar. 

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangakaian dari 

usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian 

pendapatan masyarakat, meninngkatkan hubungan ekonomi regional dan 

mengusahakan pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor primer yang berbasis 

pertanian menuju sektor tersier yang berbasis jasa.
2
 

Pembangunan nasional selalu diarahkan pada pembangunan daerah. 

Berdasarkan UU 32 tahun 2004 pembangunan daerah pada dasarnya adalah 

untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan 

dimana peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam 

                                                                 
1
 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm. 241. 
2
 Sharifuddin Husen,”Pengaruh Pengeluaran Anggaran Dalam Mendorong 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Dan Implementasinya Pada 

Kesejahteraan Sosial”, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No. 1, Juni 

2012, hlm. 3.  
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pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu sehingga upaya 

pemerataan pembangunan wilayah secara nasional. 

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang 

dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya akan 

memberi kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah yang berdaya guna. 

Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan 

waktu yang relatif lama, oleh karena itu yang paling penting adalah semua 

upaya harus diarahkan sedemikian rupa sehingga peoses-proses dan 

pelaksanaan pembangunan setiap tahun semakin mendekatkan pada tujuan 

nasional. 

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mempunyai 

kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan 

penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan 

daerah diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian berganti dengan 

UU No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan atara pusat dan 

daerah yang tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga 

masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan 

pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Perbedaan kondisi disetiap 

daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan 

disetiap daerah akan berbeda atara daerah satu dengan daerah lainnya. 

Oleh karena  itu penelitian yang mendaalam tentang kondisi setiap 

daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna 
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dalam menyusun perencanaan pembangunan. Masalah pokok dalam 

pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-

kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang 

bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi 

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah 

bersangkutan.
3
 

Berkaitan dengan pembangunan daerah, daerah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan 

merupakan daerah yang memiliki PDRB per kapita terendah di Provinsi 

Sumatera Barat. 

Tabel 1.1 

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), 2013-2017 

 

Kabupten/kota 2013 2014 2015 2016 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kabupaten      

Kepulauan Mentawai 27,72 28,24 29,12 29,99 30,91 

Pesisir Selatan 15,78 16,56 17,36 18,14 18,98 

Solok 20,22 21,23 22,22 23,24 24,32 

Sijunjung 23,03 23,97 24,89 25,76 26,67 

Tanah Datar 20,82 21,96 23,07 24,17 25,34 

Padang Pariaman 24,57 25,88 27,30 28,63 30,05 

Agam 22,72 23,86 24,98 26,12 27,33 

Lima Puluh Kota 22,54 23,65 24,73 25,80 26,92 

Pasaman 17,28 18,09 18,84 19,59 20,38 

Solok Selatan 19,03 19,77 20,45 21,11 21,81 

Dharmasraya 25,99 26,84 27,59 28,30 29,06 

Pasaman Barat 21,25 22,04 22,81 23,54 24,30 

Kota      

Padang 35,42 37,17 38,98 40,84 42,82 

                                                                 
3
Fenti Putra Halawa, “Penentuan Sektor unggulan Kabupaten/kota di Kepulauan 

Nias”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2014), hlm. 1-2. 



5 
 

 

Solok 32,32 33,59 34,90 36,25 37,63 

Sawahlunto 33,95 35,63 37,41 39,17 41,01 

Padang Panjang 37,13 38,86 40,61 42,28 44,17 

Bukittinggi 36,57 38,11 39,75 41,45 43,24 

Payakumbuh 25,40 26,61 27,78 29,02 30,33 

Pariaman 31,30 32,79 34,24 35,74 37,34 

Jumlah 25,18 26,37 27,57 28,77 30,04 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa Kabupaten Pesisir 

Selatan adalah Kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah selama 

kurun waktu 2013-2017. Sebagai penyandang gelar daerah termiskin di 

Sumatera  Barat mestinya membuat pemerintah daerah Pesisir Selatan harus 

bekerja dengan lebih keras dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk itu 

diperlukan suatu strategi pengembangan sesuai dengan sektor unggulan yang 

ada di Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatkan perekonomian 

Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat menyelesaikan permaslahan kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan. 

PDRB merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat 

kemakmuran suatu daerah. PDRB terdiri dari PDRB atas dasar hargga 

berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB didefenisikan sebagai 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu 

wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan haraga pada setiap tahun seperti tabel 

berikut 
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Tabel 1.2 

PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 (Ribu Rupiah) 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

3387,97 3797,81 4306,53 4641,33 5065,22 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 
331,85 366,46 410,69 428,7 450,55 

3 Industri Pengolahan  680,61 744,83 815,58 909,89 962,75 

4 Pengadaan Listrik 

dan Gas 
2,52 3,24 4,67 5,47 6,09 

5 
Pengadaan Air, 

Pengolahan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang 

5,4 5,98 6,68 7,33 7,97 

6 Konstruksi 766,67 855,29 979,64 1115,76 1280,26 

7 Perdagan Besar dan 

Eceran 
893,45 995,9 1143,23 1316,04 1522,57 

8 Transpotasi dan 

Pergudangan 
293,22 335,06 365,5 409,52 456,29 

9 Penyediaan 

Akomodasi 
82,18 92,99 109,08 132,45 152,52 

10 Informasi dan 

Komunikasi 
484,08 526,5 550,72 612,91 718,61 

11 Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
189,31 208,91 232,37 257,39 273,08 

12 Real Estate 109,66 126,38 141,34 155,38 170,15 

13 Jasa Perusahaan 4,38 4,85 5,42 5,93 6,44 

14 Administrasi 

Pemerintahan 

558,16 578,84 597,71 669,28 750,61 

15 Jasa Pendidikan 228,64 258,42 298,58 343,99 399,91 

16 Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
104,22 116,57 124,61 136,1 153,84 

17 Jasa Lainnya 86,12 95,65 104,73 125,33 144,67 

Produk Domestik 

Regional Bruto 
8208,44 9113,69 10197,08 11272,8 12521,53 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas diketahui bahwa jumlah PDRB atas dasar 

harga berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 2013-2017 
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terus mengalami peningkatan secara nominal berdasarkan harga berlaku 

(Ribu Rupiah). Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun 

tertentu sebagai tahun dasar seperti tabel berikut. 

Tabel 1.3 

PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 (Ribu Rupiah) 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Pertanian, 

Kehutanan,dan 

Perikanan 
2797,6 2952,74 3116,57 3185,51 3286,24 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 
272,89 283,48 296,63 313,6 322,92 

3 Industri Pengolahan  613,71 652,49 681,3 726,92 740,23 

4 Pengadaan Listrik dan 

Gas 
2,18 2,43 2,54 2,8 2,95 

5 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang 

5,16 5,37 5,6 5,95 6,2 

6 Konstruksi 661,83 701,76 744,81 802,54 878,64 

7 Perdagan Besar dan 

Eceran 
817,24 888,87 941,56 1007,36 1088,2 

8 Transpotasi dan 

Pergudangan 
250,61 272,28 294,01 319,56 347,28 

9 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 
68,34 70,82 75,85 84,16 93,23 

10 Informasi dan 

Komunikasi 
448,39 475,11 515,86 566,21 627,99 

11 Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
162,64 167,16 173,52 185,01 188,72 

12 Real Estate 98,77 104,64 110,7 117,14 123,25 

13 Jasa Perusahaan 3,8 4,01 4,23 4,44 4,67 

14 

Administrasi 

Pemerintahan, 

pertahanan, dan 

Jamianan Sosial 

441,95 447,41 462,3 486,3 511,3 



8 
 

 

15 Jasa Pendidikan 187,88 199,84 216,15 235,97 252,42 

16 Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
85,82 92,45 99,17 104,66 112,92 

17 Jasa Lainnya 68,08 71,6 75,34 84,37 91,81 

Produk Domestik Regional 

Bruto 
6986,89 7392,46 7816,14 8232,5 8678,97 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2019 

Berdasarkan tebel 1.3 diatas diketahui bahwa jumlah Produk 

Domestik Pegional Bruto (PDRB) atas dasar haraga konstan di Kabupaten 

Pesisir selatan selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan 

secara nominal berdasarkan harga konstan (Ribu Rupiah). Peningkatan PDRB 

seacara umum tersebut diikuti oleh peningkatan secara nominal dari sektor-

sektor ekonominya. 

Tabel 1.4 

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisr Selatan 

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 

2013-2017 

 

Tahun PDRB 

2013 5,90 

2014 5,80 

2015 5,73 

2016 5,33 

2017 5,42 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 1.4 diatas laju pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Pesisir Selatan atas dasar hargan konstan selama kurun waktu 2013-2017 

mengalami penurunan setiap tahunnya. PDRB tahun 2014 mengalami 

penurunan sebesar 0,1 persen, tahun 2015 sebesar 0,3 persen, dan tahun 2016 

sebesar 0,40 persen, kemudian tahun 2017 meningkat sebesar 0,11 persen.  
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Perkembangan distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 

1.5 berikut.  

Tabel 1.5 

Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2013-2017 Menurut Lapangan Usaha 

Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
41,27 41,67 42,23 41,18 40,45 

2 

Pertambangan dan 

Penggalian 4,04 4,02 4,03 3,8 3,6 

3 Industri Pengolahan  8,29 8,17 8 8,07 7,69 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 

5 

Pengadaan Air, Pengolahan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 

6 Konstruksi 9,34 9,38 9,61 9,9 10,22 

7 Perdagan Besar dan Eceran 10,88 10,93 11,2 11,67 12,16 

8 

Transpotasi dan 

Pergudangan 3,57 3,68 3,58 3,63 3,64 

9 Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
1 1,01 1,07 1,17 1,22 

10 Informasi dan Komunikasi 5,9 5,78 5,4 5,44 5,74 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,31 2,29 2,28 2,28 2,18 

12 Real Estate 1,34 1,39 1,39 1,38 1,36 

13 Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

pertahanan, dan Jamianan 

Sosial 
6,8 6,35 5,86 5,94 6 

15 Jasa Pendidikan 2,79 2,84 2,93 3,05 3,19 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
1,27 1,28 1,22 1,21 1,23 

17 Jasa Lainnya 1,05 1,05 1,03 1,11 1,16 

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan Tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel 1.5 diatas selama kururn waktu 2013-2017 sektor 

yang paling dominan memberikan kontribusi  paling besar terhadap PDRB di 
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Kabupaten Pesisir Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Akan tetapi sektor ini mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB 

Kabupaten Pesisir Selatan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan pada tahun 2015 sebesar 42,23 persen, mengalami penurunan 

sebanyak 1,5 persen pada tahun 2016 menjadi 41,18 persen, bahkan di tahun 

2017 juga mengalami penurunan sebanyak 0,73 persen menjadi 40,45 persen. 

Oleh sebab itu, belum dapat ditentukan sektor mana yang merupakan 

sektor unggulan/potensial untuk dijadikan dalam pembentukan PDRB 

Kabupaten Pesisir Selatan. Karena sektor yang memiliki kontribusi kecil 

sekalipun  terhadap PDRB bisa saja setelah dianalisis ternyata bisa memiliki 

kontribusi yang besar terhadap PDRB tersebut. Untuk itu perlu dilakukan 

pengolahan data untuk menentukan kontribusi PDRB Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Sektor 

Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 

2013-2017”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan data yang ada maka 

peneliti perlu menjelaskan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian diantaranya: 

1. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang memiliki PDRB per 

kapita terendah di Provinsi Sumatera Barat. 
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2. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari tahun 2013-2017 namun 

laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di tahun 2016. 

3. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang 

memiliki nilai PDRB tertinggi di Kabupaten Pesisir Selatan namun 

distribusi presentasenya mengalami penurunan di tahun 2016-2017. 

4. Perencanaan pembangunan yang efektif diperlukan untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi maslah di atas, maka peneliti berupaya untuk 

memfokuskan persoalan agar tidak meluas sehingga lebih fokus dan terarah. 

Adapun masalah yang akan dibahas yaitu: “Analisis Penentuan Sektor 

Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 

2013-2017”, wilayah yang diteliti yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor 

yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. 

Variabel penelitian perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua 

atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis.
4
 Definisi 

operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang 

membentuknya. Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut  

                                                                 
4
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencna, 2005), 

hlm. 93. 
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Tabel 1.6 

Definisi Operasional Variabel 

 

 Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel Skala 

Pengukuran 

Produk 

Domestik 

Regional 

Bruto 

(PDRB) 

Nillai tambah bruto  

yang timbul dari 

seluruh sektor 

perekonomian disuatu 

wilayah dalam jangka 

waktu tertentu.
5
 

1. Produk Domestik 

Regional Bruto 

Atas Dasar Harga 

Konstan (PDRB 

ADHK). 

2. Distribusi Produk 

Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar 

Harga Berlaku 

(PDRB ADHB). 

3. Laju Pertumbuhan 

PDRB ADHK. 

 

 

 

 

 

Rasio 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah 

Kabupaten Pesisir Selatan? 

2. Sektor manakah yang menjadi sektor basis dan non basis di wilayah 

Kabupaten Pesisir Selatan? 

3. Sektor manakah yang menjadi sektor potensi unggulan di wilayah 

Kabupaten Pesisir Selatan? 

  

                                                                 
5
 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012), hlm. 18. 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan msalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan non basis 

di Kabupaten Pesisir Selatan. 

3. Untuk mengetahui sektor apa saja yang mejadi sektor potensi unggulan di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berhungan 

dengan tujuan penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dimalsud adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Semoga peneliti dapat menerapkan pemehaman teoritis yang telah 

diperoleh selama mengikuti kuliah, serta meningkatkan pengetahuan 

dalam masalah sosial ekonomi khususnya masalah yang berkaitan dengan 

Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Sektor Potensial 

Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diamanfaatkan sebagai tambahan 

informasi dan bahan kajian tentenag perkembangan perekonomian daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga bisa memberikan saran bagi para 

pembuat kebijakan yang berhubungan denagan pembanguan Kabupaten 
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Pesisir Selatan dalam rangka untuk mempersiapkan program 

pembanngunan selanjutnya, terciptanya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi serta pengembangan sekor-sektor potensial yang  ada. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

bagi penulis selanjutnya pada maslah yang berkaitan degan penelitian ini. 

4. Bagi Dunia Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan 

IAIN Padangsidimpuan dan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa 

IAIN Padangsidimpuan khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan pembahasan yang 

ada, maka peneliti menggunakan sitematika pembahasan menjadi 3 bagian. 

Peneliti mengklsifikasikan sistematika pembahsan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan msalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Secara 

umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang 

yang melatar belakangi masalah untuk diteliti. Masalah tersebut diidentifikasi 

kemudian dipilih menjadi beberapa poin sebagai batasan masalah dari 

identifikasi masalah yang ada. 

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini, seluruh sub bahasan yang ada 

dalam landasan teori membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai 

variabel penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. 
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Selanjutnya penelitian akan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki persamaan variabel. Dari teori tersebut 

akan digambar menjadi dalam bentuk kerangaka pikir. 

BAB III Metode Penelitian, didalamnya memuat tentang lokasi dan 

waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, dan analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang 

deskripsi lokasi penelitian, analisis data, penentuan sektor unggulan, dan 

keterbatasan penelitian. 

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 

hasil dari analsis data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangaka Teori 

1. Pembangunan Ekonomi Regional 

a. Pengertian Pembangunan Ekonomi Regional 

Pembangunan ekonomi adalah usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga infrastruktur lebih 

banyak tersedia, perusahaan semakin banyak berkembang, taraf 

pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.
6
 

Defenisi berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi 

daerah, maka terjadi pula pergesaran dalam pembangunan ekonomi 

yang bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan 

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayah 

termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi.
7
 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah darah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

dengan sektor swasta untuk menciptkan suatu lapangan kerja baru dan 

meransang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) 

dalam wilayah tersebut.
8
 

                                                                 
6
 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar 

Kebijakan (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3. 
7
 Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 132. 

8
 Ibid, hlm. 133. 
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Perkembangan dari pembangunan ekonomi diharapkan dapat 

menambah kesempatan kerja, tingkat pendapatan meningkat, dan 

kemakmuran masyarakat semakin tinggi. Proses pembangunan 

ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap perubahan 

perekonomian, serta mengurangi kemiskinan, pengangguran yang 

secara lansung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pembangunan ekonomi berupa proses yang bertujuan untuk mencapai 

perubahan yang terjadi secara terus menerus dalam usaha 

memperbaiki pendapatan masyarakat. 

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam 

pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditujukan 

dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto 

(PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) untuk tingkat wilayah atau regional. 

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 

ekonomi yang diwujudkan dari berbagai kebijaksanaan, secara umum 

dapat disimpulkan sebagai berikut.
9
 

a) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan 

produksi nasional yang tepat. 

b) Mencapai tingkat kestabilan harga dengan mengendalikan tingkat 

inflasi yang terjadi diperekonomian. 

                                                                 
9
 Sirojuzilam dan Kasyful Mahali, Regional Pembangunan, Perencanaan Dan 

Ekonomi (Medan USU Pers, 2010), hlm. 6. 
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c) Mengatasi maslah pengangguran dan membuka kesempatan kerja 

bagi seluruh angkatan kerja. 

d) Mewujudkan pendistribusian pendpatan yang lebih adil dan 

merata. 

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan 

jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat. Dalam upaya untuk 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarkatnya harus 

mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakat  harus mampu 

memperkirakan dan menggunakan potensi daerahnya secara tepat agar 

rancangan yang dilakukan untuk membangun perekonomian daerah 

sesuai dengan kondisi daerahnya. 

Dalam pembangunan daerah ada 4 peran pemerintah daerah 

dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu:
10

 

a) Enterpreneur, dalam hal ini pemerintah daerah bisa 

mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membetuk Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha 

swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian 

pemerintah daerah. 

b) Koordinator, pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai 

koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu 

melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan 

                                                                 
10

  Subandi, Op. Cit., hlm. 143-144. 
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strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi 

kemajuan daerahnya. 

c) Fasilitator, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator 

dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan 

lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di 

daerahnya. 

d) Simulator, pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulant 

dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-

tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk 

masuk kedaerah terebut. 

Peran Pemerintah semakin besar dalam membentuk 

keberhasilan pembangunan daerah maka kebijakan-kebijakan yang 

tepat dan terencana akan mengakibatkan pembangunan daerah 

terlaksana denagan cepat dan tepat. Terdapat dua prinsip dalam 

pembangunan ekonomi daerah yang perlu diperhatiakn yaitu 

mengenali ekonomi wilayah dan merumuskan manajemen 

pembangunan daerah yang pro-bisnis.
11

 

b. Tahapan Pembangunan Ekonomi Regional 

Tahapan-tahapan pada pembangunan ekonomi regional sebagai 

berikut:
12

 

                                                                 
11

 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prinsip dasar Pembangunan 

Daerah,https://www.bappenas.go.id, diakses 30 April 2019 pukul 10:10 WIB. 
12

 Sirojuzilam, Pembangunan Ekonomi Regional (Medan: USU Perss, 2015), 

hlm. 19. 

https://www.bappenas.go.id/
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a) Mempelajari terlebih dahulu karakteristik daerah yang akan 

dibangun, misalnya jumlah jenis serta kondisi sumber daya alam 

yang ada dan keadaan pasar, sosial, ekonomi makro (tingkat 

pendapatan), dan struktur politiknya. 

b) Menentukan komoditas dan sektor unggulan dan jenis kegiatan 

ekonomi yang perlu dikembangkan, baik yang suadah ada sejak 

lama maupun yang belum ada. 

c) Menentukan sifat serta mekanisme keterkaitan antara sektor-

sektor yang ada di daerah tersebut serta mempelajari kelembagaan 

sosial masyarakat. 

c. Pembangunan Ekonomi Prespektif Islam 

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan 

kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang 

kematangan spiritual. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah 

melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas 

memakmurkannya.
13

 Menurut paradigma Islam, ada lima pondasi 

pilosofis yang menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam 

pembangunan yaitu sebagai berikut:
14

 

1) Tauhid Uluhiyyah yaitu percaya bahwasanya tiada tuhan selain 

Allah Swt. dan semua yang ada di alam semesta hanya 

keepunyaan-Nya. Manusia hanya penerima amanat atas segala 

                                                                 
13

 Almizan, Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif Islam, dalam Jurnal 

Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, No 2, Juli-Desember 2016, hlm. 17-18. 
14

 Mudrajad Kuncoro,  Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembanguan 

(Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 22-24. 
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sumber daya yang disediakan kepadanya dan mengupayakan agar 

manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat dan kemaslahatan ummat. Sebagaimana firman Allah  

di bawah ini: 

                

             

 

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nyalah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 

15)
15

 

 

Berdasarkan ayat Al-qur‟an diatas mejelaskan tentang 

Allah telah menciptakan bumi agar manusia dapat dengan 

mudah memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Terdiri 

dari lautan, daratan, dan ruang angkasa semua itu agar dapt 

dimanfaatkan oleh manusia.
16

 

2) Tauhid Rubuhiyyah, yaitu percaya bahwa Allah sendirilah yang 

menetukan keberlanjutan dan memelihara seluruh ciptaan-Nya. 

Dalam kontek ini manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-

tujuan pembangunan tidak hanya tergantung pada upaya sendiri, 

tetapi juga pertolongan dari Allah Swt. 

                                                                 
15

 Departemen Agama RI, Al -Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 

Diponegoro, 2005), hlm. 449. 
16

 Oermar Bakry, Tafsir Rahmat (Jakarta: Mutiara, 1972), hlm. 1147. 
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3) Khalifah, dalam konteks ini posisi manusia dimuka bumi adalah 

sebagai wakil Allah yaitu manusia sebagai pelaku dalam 

pembangunan. Senantiasa harus taat kepada peraturan-perturan 

yang telah Allah tetapkan dan jangan melampuai batas sehingga 

kelestarian sumber daya tetap terjaga. Sebagaimana firman Allah 

berikut: 

                      

                     

                  

  

 Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." (Q.S Al-Baqarah: 30).
17

 

 

Berdasarkan ayat Al-qur‟an diats menjelaskan tengtang 

kedudukan manusia dimuka bumi, menerangkan persoalan Nabi 

Adam diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat kuatir 

akan kesanggupan Adam karena padanya ada hawa nafsu yang 

mendorong berbuat kerusakan. Malaikat merasa lebih suci dan 

                                                                 
17

 Ibid., hlm. 2. 
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pada akhirnya Allah menguji siapa yang lebih pintar yang 

ternayata dimenangkan oleh Adam. Allah menyuruh Malaikat 

tunduk member hormat kepada Adam. Malaikat menaati 

perintah Allah.
18

 

4) Tazkiyyah an-nas, ini mengarah kepada pertumbuhan dan 

penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum 

manusia menjalankan tangnggung jawab yang ditugaskan 

kapdanya.Dengana kata lain manusia adalah agen perubahan dan 

pembangunan (agen of change and development). Oleh sebab itu, 

setiap perubahan dan pembangunan apapun sebagai akibat upaya 

yang dilakukan oleh manusia ditunjukkan  bagi kebaikan orang 

lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi. 

5) Al-Falah, yaitu konsep keberhasilan, dalam islam keberhasilan 

apapun yang dicapai di kehidupan  dunia akan memengaruhi 

keberhasialn diakhirat sepanjang tidak menyalahi petunjuk yang 

telah ditatapkan oleh Allah Swt. Sehingga tiadak ada dikotomi di 

antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia atau persiapan di 

kehidupan akhirat. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpiulan bahwa 

peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam 

Islam. Karena, etika, moral, dan spiritual merupakan faktor 

                                                                 
18

 Oemar Bakry, Op. Cit., hlm. 15 
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pembentuk kualitas pertumbuahan yang akan dicapai. Sebagaimana 

firman Allah berikut: 

                         

               

                       

    

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud: 

61).
19

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah dijadikan manusia 

penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.
20

 

2. Perencanaan Pembangunan 

Pembangunan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa perencanaan 

karena masalah yang  terpenting menjadi perhatian para ahli ekonomi dan 

perencanaan wilayah. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan 

penggunaan sumber-sumber daya pembangunan yang terbatas untuk 

mencapai tujuan pembangunan (ekonomi dan sosial) yang lebih baik 

                                                                 
19

 Depatemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 228. 
20

 Oemar Bakry, Op. Cit., hlm. 45. 
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secara efektif dan efesien.
21

 Secara umum perencanaan ekonomi dapat 

diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangaka 

panjang, serta mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam kasus tertentu, 

juga untuk mengendalikan tingkat dan laju pertumbuhan variabel-variabel 

ekonomi kelompok. 

Banyak literatur menyebutkan bahwa perencanaan regional 

menyangkut ke dalam dua aspek utama yaitu sesuatu yang menyangkut 

ruang dan aktivitas diatas ruang tersebut. Setiap daerah mempunyai corak 

pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, 

perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu 

mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk 

interaksinya dengan daerah lain. Maka tidak ada lagi strategi 

pembangunan ekonnomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. 

Dalam perencanaan pembanguanan daerah perlu diupayakan pilihan-

pilihan alternatif pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya 

yang ada akan dapat dioptimalkan pemenfaatannya. Kebijakan 

pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat 

pemerintah berwenang atau pegambil keputusan publik guna mewujudkan 

kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut 

                                                                 
21

 Raharjo Adismsta, Pembangunan Ekonomi Perkotaan, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2005), hlm. 200 
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adalah mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejateraan sosial secara menyeluruh.
22

  

3. Pertumbuhan Ekonomi Regional 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GPD potensial 

atau output nasional negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi 

terjadi apabila batas kemungkinan produksi (production-posibility 

frontier/PPF) bangsa bergeser keluar.
23

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memberikan 

informasi tantang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi 

regional dapat disajikan atas dasar haraga berlaku (ADHB) dan 

berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK), dimana PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, 

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.
24

 

Pertumbuhan ekonomi regional adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu 

kenaikan  seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. 

                                                                 
22

 Fitri Amalia, “Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten 

Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB”, dalam Jurnal Ekonomi 

Vol. 11 No. 2, 2012, hlm. 68. 
23

 Samuelson dan Nerdhaus, Ilmu Makro Ekonomki (Jakarta: PT. Media Edukasi, 

2004), hlm. 249. 
24

 Spriadi Hasbiullah, “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian 

Kabupaten Bulukumba”, dalam jurnal Iqtisaduna, Volume 1, No.1, Juni 2015, hlm. 74. 
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Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga 

belaku. Agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke 

kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai real, yaitu 

dalam haraga konstan. Menurut Boediono “Pertumbuhan ekonomi 

adalah prosses kenaikan output perkapita dalam jangaka panjang “.
25

 

Jadi, presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari 

presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan 

dalam jangaka panjang dan akan berlanjut dan bersumber dari proses 

intern perekonomian tersebut.
26

 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Pola pertumbuhan ekonomi regional tidakalah sama dengan apa 

yang lazim ditemukan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun 

demikian, kedua kelompok ilmu ini juga mempunyai ciri yang sama, 

yaitu memberikan tekanan pula pada unsur waktu yang merupakan 

faktor penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi. 

Berikut adalah beberapa teori pertumbuhan ekonomi regional 

yang lazim dikenal, yaitu:
27

 

1) Model Export Base, model ini mendasarkan pandangannya dari 

sudut teori lokasi, yang berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan oleh jenis 

keuntungan lokasi dan dapat digunakan oleh daerah tersebut 

sebagai kekuatan ekspor. Pertumbuhan ekonomi  suatu daerah 
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ditentukan oleh eksplotasi kemanfaatn alamiah dan pertumbuhan 

basis ekspor daerah yang bersangkutan yang juga dipengaruhi 

oleh tingkat permintaan eksternal dari daerah-daerah lain. 

2) Model Neo- Classic, model ini mendasarkan analisisnya pada 

peralatan fungsi produksi. Dalam model ini  disebutkan bahwa 

unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional 

adalah tenaga kerja dan modal. Ke khususan dari teori ini adalah 

pembahasan secara mendalam tentang pengaruh perpindahan 

penduduk (migrasi) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi regional. Maka kesimpulan dari model ini adalah bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara 

dengan perbedaan kemakmuran daerah ( regional disparity) pada 

negara yang bersangkutan. 

3) Model Cumulatif Causation, teori ini berpendapat bahwa 

pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya 

diserahkan pada kekuatan pasar (market mechanism, tapi perlu 

adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk program-

program pembanguan regional, terutama untuk daerah-daerah 

yang relatif masih terbelakang. 

4) Model Core Peripheri, teori ini menekankan analisisnya padaa 

hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara 

pembangunan kota (core) dan desa (periphery). Menurut teori ini, 

gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak 
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ditentukan oleh keadaan desa-desa sekitarnya. Sebaliknya corak 

pembangunan daerah pedesaan juga sangat ditentukan oleh arah 

pembangunan perkotaan. 

c. Pertumbuhan Ekonomi Prespektif Islam 

Perhatian islam terhadap pertumbuhan ekonomi sebenarnya 

telah mendahului sistem kapitalisme atau marxisme yang berkembang 

di Barat. Hal ini terbukti dengan berbgai hasil karya tentang ekonomi 

dunia dalam pertumbuhan ekonomi merupakan hasil karya dari kaum 

Muslim yang jauh mendahului karya-karya Barat. Contohnya yaitu, 

Ibnu Khaldun yang telah menyinggung terminologi pertumbuhan 

ekonomi dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah dalam bab 

tentang Perdaban dan Cara Mewujudkannya, Kemudian kitab Al-

Kharaj karangan Abu Yususf membahas tentang pertumbuhan 

ekonomi, diamana ia menetapkan saran bagi khalifah Harun al-Rasyid 

untuk mengatur pajak. 

Dilihat daritujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan 

kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan 

tuntutan realisasi keadilan sosial. Di sisi lain, Islam mendorong agar 

produk masyakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua 

anggotanya dengan jumlah komoditas yang diperlukan dalam tingkat 

berimbang untuk mendaptkannya.
28

 Tingkat Pertumbuhan berasal dari 
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tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga 

kerja, dan peningkatan tekonologi.
29

 

Perkenaan dalam pertumbuhan ekonomi menurut ilmu islam, 

terletak pada firman Allah dalam surah Al- Hasyr ayat 7 yang 

berbunyi: 

                  

                   

                      

                      

    

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar 

di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya.” (Al-Hasyr:7). 

 

Berdasarkan ayat Al-qur‟an di atas menjelaskan tentang 

pembagian harta rampasan. Sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 

di atas yaitu pembagian harta rampasan hendaklah diserahkan kepada 

Allah dan Rasul-Nya serta hendaklah diserahkan kepada yang telah 

ditentukan. Yaitu sebagai berikut: hatra rampasan diserahkan untuk 
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Rasul dan kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang-

orang dalam perjalanan (musafir). Pembagian demikian ditentukan 

agar jangan sampai harta rampasan itu jatuh ke tangan orang-orang 

kaya.
30

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi antara lain sebagai berikut:
31

 

1) Tanah dan kekayaan alam lainnya 

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, 

keadaan iklim dan cuaca,  jumlah dan jenis hasil hutan, dan hasil 

laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang 

tambang. 

2) Jumlah penduduk dan tenaga kerja 

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga 

kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara 

menambah produksi. hal ini akan menyebabkan produktivitas 

bertambah dan selanjutnya akan menimbulkan pertambahan 

produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. 

Karena bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk, maka 

luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga 

bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. 

3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi 
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Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-

barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. 

Oleh karena itu barang-barang modal penting  artinya dalam 

mempertinggi keefisienan pertubuhan ekonomi. Akan tetapi jika 

teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan 

tercapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada 

masa kini. Maka tanpa adanya perkembangan teknologi 

produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami 

perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. 

4) Sistem sosial dan sikap masyarakat 

Sistem sosial dan sikap masyarkat penting peranannya dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat juga dapat 

menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. 

Sedangkan menurut Eka Pratiwi juga sama akan tetapi terdapt 

penambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi antara lain sebagai berikut:
32

 

a) Faktor sumber daya manusia, cepat lambatnya proses 

pembangunan tergantung sejauh mana sumber daya manusia 

hanya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang 

memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. 

                                                                 
32

Eka Pratiwi Lumban Toruan, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)”, 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, No. 2, 2011, hlm. 16. 



33 
 

 

b) Faktor budaya, faktor budaya dapat berfungsi sebagai 

pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi 

penghambat pembangunan. 

d. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Prespektif Islam 

Uraian mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan 

ekonomi islam sebagai berikut:
33

 

1) Serba Meliputi. 

Islam berada dalam posisi lebih utama di mana yang ingin 

diciptakan yaitu masyarakat yang sempurna dari semua aspek. 

Karena islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar 

materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan 

dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh sistem 

kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. 

2) Berimbang. 

Pertubuhan ekonomi islam tidak hanya diorientasikan untuk 

menciptkan pertumbuhan produksi, namun ditujukan 

beralndaskan keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah QS. 

Al-maidah ayat 8 yang berbunyi: 

               

                   
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                   

         

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al-Maidah Ayat 8)
34

 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang keadilan karena Allah 

maha mengetahui dan selalu menyasikan setiap aktivitas 

manusia di muka bumi. Keadilan harus ditegakkan, permusuhan 

dan segala perbedaan pedapat dengan orang lain tidak boleh 

menjadi alasan berbuat menurutkan emosi yang menyimpang 

dari jalan lurus yang adil terhadap siapa saja. Hukum harus 

dintegakkan dengan adil kepada siapapun, barang siapa yang 

menegakkan keadilan berarti dia bertakwa kepada Allah.
35

 

3) Realistis. 

Realistis adalah sautu pandangan terhadap permaslahan sesuai 

kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi 

menjelaskan bahwa islam melihat persoalan ekonomi dan sosial 

yang mungkin terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi 

yang juga realistis. 
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4) Keadilan 

Islam dalam menegakkan hukum- hukumnya di dasrakan atas 

landasan keadialan diatara manusia. Allah telah memerintahkan 

untuk berbuat adil dalam banyak ayat Al-Qur‟an, seperti yang 

terdapat dalam firman Allah  Qs.An-Nahl ayat 90 berikut ini: 

                   

                   

                

Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. 

 

Ayat Al-qur‟an diatas menjelaskan tentang budi-pekerti 

merupakan sendi dari keselamatan dunia dan akhirat. Adil 

berarti memberikan hak yang sempurna kepada setiap orang 

tanpa pandang bulu, berbuat kebaikan kepada seseorang yang 

lebih dari haknya, dan memberi bantuan kepada kaum kerabat 

yang memerlukan bantuan. Dilarang melakukan perbuatan keji, 

mungkar, memusuhi dan menganiaya, dan melanggar janji.
36

 

5) Bertanggung jawab 
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Tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting dalam 

syariat islam. Jika mengikuti syariat islam, maka disimpulkan 

bahwa adanya tanggung jawab ada dua sisi yaitu, tanggung jawab 

antara sebagian anggota msyarakat dan sebagian golongan lainnya 

dan tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya. 

6) Mencukupi 

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung 

jawab, namun tanggung jawab haruslah mutlak dan mampu 

mencakup realisasi kecukupan bagi umat mmanusia. 

7) Berfokus pada Manusia 

Karakter ini sesuai  dengan posisi manusia yang merupakan duta 

Allah dimuka bumi dan inilah yang mencirikan tujuan dan 

pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam islam. 

e. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat
37

 

Teori Pertumbuhan jalur cepat (Turnpike). Pada intinya, teori ini 

mendasarkan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun 

komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan 

dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karean sektor itu 

memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya, 

dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan 

nilai tambah yang lebih besar dapat berproduksi dalam waktu yang 

relatif singkat dan sumbagan untuk perekonomian juga cukup besar. 
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Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus 

dan mampu bersaing pada pasar luar negeri (produk tersebut harus 

bisa di ekspor). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor 

lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan 

akan tumbuh 

4. Teori Basis Ekonomi 

Dalam konteks ekonomi regional, terdapat berbagai teori yang 

merupakan pertumbuhan regional atau perubahan-perubahan kondisi 

perekonomian suatu daerah. Salah satu konsep yang digunakan untuk 

menganalisa pertumbuhan regional adalah toeri basis ekonomi. 

Teori basis ekonomi (Economic base theory) adalah suatu teori atau 

pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan 

pertumbuhan wilayah. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya 

bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu willayah ditentukan oleh besarnya 

peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.
38

 

Inti dari teori basis ekonomi adalah proporsinya yang  beranggapan 

bahwa pertumbuhan ekonomi daerah pada akhirnya tergantung kepada 

permintaan (demand) dari luar terhadap produknya. Tingkat 

perkembangan suatu daerah ditentukan oleh aktivitas basisnya sebagai 

pengekspor terhadap daerah-daerah lain. Teori basis ekonomi menjelaskan 

tentang pentingnya basis ekspor sebagai faktor yang menentukan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah. 
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Menurut teori basis ekonomi dapat berfungsi untuk melihat peranan 

suatu sektor di dalam perekonomian suatu daerah, baik dalam efek tenaga 

kerja maupun efek pendapatan, yaitu dengan cara menentukan apakah 

sektor itu merupakan sektor basis atau bukan. Aktivitas sektor basis yang 

mampu secara luas menjual produknya baik di dalam maupun diluar 

daerah akan mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut dan menentukan 

pembangunan menyeluruh bagi daerah tersebut termasuk peningkatan 

kesempatan kerja yang berpengaruh pada pendapatan regional. Aktivitas 

sektor non basis merupakan sektor sekunder yang artinya tergantung 

kepada perkembangan yang terjadi pada sektor basis yang akan 

menyebabkan terjadinya perubahan pada konsumsi dan investasi di 

daerah.
39

  

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam memilih antara 

kegiatan basis dan nonbasis.
40

 

1) Metode langsung  dapat dilakukan dengan cara survei secara lansung 

kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang di 

produksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebuuthan 

untuk menghasilkan produk tersebut. 

2) Metode tidak lansung adalah dengan meenggunakan asumsi atau 

disebut dengan metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan 

kondisi wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan 
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tertentu yang di asumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan 

lainnya sebagai kegiatan nonbasis. 

3) Gabungan antara metode asumsi dengan metode lansung disebut 

metode campuran. 

4) Metode Location Quetien (LQ) membandingkan porsi lapangan 

kerja/nilai tambah atau sektor tertentu di wilayah dibandingkan 

dengan sektor yang sama secara nasional. 

5. Sektor Unggulan  dan Kriteria Penentu Sektor Unggulan 

a. Pengertian Sektor Unggulan 

Sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk 

perbandingan, baik itu perbandingan bersakala internasional, regional 

maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan 

unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama 

dengan negara lain. Sedagkan pada lingkup nasional, suatu sektor 

dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah 

tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah lain, 

baik di pasar nasional ataupun domestik.
41

 

Sektor unggulan adalah sektor yang dikembangkan lebih lanjut 

dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah. Sektor unggulan tersebut bahkan hanya mampu untuk 

memenuhi permintaan dalam daerahnya sendiri tetapi juga mampu 

untuk memenuhi permintaan dari luar daerahnya. 
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b. Kriteria Penentu Sektor Unggulan 

Menurut Rachbini dalam dalam Fachrurrazy ada empat syarat 

agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu:
42

 

a) Sektor tersebut harus menghasilakan produk yang mempunyai 

permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan 

berkembang ceapt akibat dari efek perminntaan tersebut. 

b) Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi seacara kreatif 

maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan 

kapasitas yang lebih luas. 

c) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil 

produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik pemerintah 

maupun swasta. 

d) Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi 

pengaruh terhadap sekor-sektor lainnya. 

6. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Prespektif Islam 

PDRB merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan sektor ekonomi, dan sektor unggulan. Setiap daerah 

mempunyai sumber daya alam dan PDRB yang tidak sama dengan daerah 

lainnya. Oleh karena itu penetuan sektor unggulan menjadi hal yang paling 

penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era 

ekonomi daerah saat ini. Otonomi daerah telah memnberikan kesempatan 

dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi 
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sumber daya yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Bicara mengenai 

mengenai sumber daya, berarti bicara mengenai nikmat Allah yang telah di 

anugerahkan kepada manusia mencakup seluruh sumber daya yang ada di 

bumi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 20. 

                 

Artinya: Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-

keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk 

yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. (QS. Al- 

Hijr: 20)
43

 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang Allah yang meciptakan bumi 

dengan gunung-gunung yang tinggi menjulang, laut yang luas lepas, 

padang-padangnya yang terbentang lebar. Segala sesuatu itu diciptakan 

Allah dengan ukuran tertentu demikian harmonisnya: manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.
44

 

Ajaran Islam memberikan wewenang kepada pemerintah dalam 

menentukan kebijakan untuk mengelola dan pengembangan potensi 

sumber daya yang dimiliki daerah. Termasuk juga pengembangan sektor-

sektor unggulan yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang ada di daerah tersebut. Pada dasarnya peran 

pemerintah dalam perekonomian yang islami, memiliki dasar rasional 

yang kokoh.  
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Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk memjalankan 

tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta 

tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Eksistensi dan peran 

pemerintah ini memiliki landasan yang dalam Al-quran dan Sunnah baik 

secara eksplisit maupun implisit.
45

 

Kemampuan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor-sektor 

ekonomi yang potensial untuk dijadikan sebagai sektor unggulan sangat 

besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam 

konteks islam tidak hanya terjadinya pertumbuhan ekonomi secara umum, 

namun lebih di utamakan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, 

ketimpangan distribusi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Perbedaan potensi sumber daya yang dimilki antar daerah dapat 

mendorong suatu daerah untuk menolong daerah lain sebagai pemasok 

sektor-sektor tertentu yang tidak dapat dihasilkan daerah tersebut, dan 

sebaliknya. Sebagaimana firman Allah telah menganjurkan dalam Al-

Qur‟an surah Al-Maidah tentang tolong menolong. 

                       

      

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al- Maidah: 2)
46
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Ayat di atas menjelaskan tentang hidup rukun damai, tolong-

menolong dalam kebaikan, tidak bermusuhan, dan mengadakan komplotan 

untuk melakukan pekerjaan di tutup dengan perintah bertakwa kepada 

Allah, mengerjakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya.
47

 Hal ini sejalan dengan pemikiran ekonomi tokoh ekonomi Islam 

yaitu Al- Syaibani pada poin ke lima tentang spesialisasi dan distribusi 

pekerjaan dan Al-Gahzali mengakui tentang perihal kompetitif yang 

dimiliki oleh suatu lingkungan ketika aktivitas ekonomi berlansung.
48

  

Al-syaibani menyatakan bahwa menusia dalam hidupnya selalu 

membutuhkan yang lain, karena seseorang tidak akan bisa megusai semua 

ilmu pengetahuan sepanjang hidupnya, dan kalaupun manusia berusaha 

keras, usia akan membatasinya. Oleh karena itu Allah Swt. member 

kemudahan pada setiap orang untuk megusai pengetahuan salah satu di 

antaranya, sehingga manusai dapat bekerja sama dan saling tolong 

menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjalankan 

aktivitas ibadah kepada-Nya. 

Oleh karena itu penentuan sektor unggulan menjadi salah satu akses 

yang dapat mempererat hubungan kemasyarakatan antara satu daerah 

dengan daerah lain di sekitarnya.  

7. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah 

bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan wilayah 
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domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi 

dalam satu periode tertentu apakah faktor produksi yang dimiliki.
49

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah 

dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga 

konstan. Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung menggunakan 

tiga pendekatan yaitu:
50

 

1) Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung berdasarkan akumulasi 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 

yang berada di suatu wilayah dalam waktu tertentu (biasanya dalan 

satu tahun). 

2) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

PDRB menurut pendekatan ini, merupakan jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. 

3) Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

Menurut pendekatan ini PDRB adalah semua komponen 

pengeluaran efektif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah pembentukan modal 
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tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto dalam jangka waktu 

tertentu. 

I. Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah banyak penelitian tentang penentuan sektor unggulan 

perekonomian wilayah.Keseluruhan hasil penelitain yang pernah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam 

mengkaji penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Alat Analisis  Hasil penelitian 

1.  Ahmad 

Rizani
51

 

Analisis Shift 

Share, 

Location 

Quotient 

(LQ). 

Berdasarkan nalisis LQ sektor 

unggulan di kabupaten Jember 

yaitu sektor Pertanian, Perburuan 

dan jasa pertanian dan subsektor 

tanaman perkebunan. 

Hasil analisis Shift Share sektor 

dan subsektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan bernilai 

postif. 

2. Bambang 

Kurniawa
52

 

Analisis 

Loction 

Quotient, 

Analisis 

Shift Share 

Sektor pertanian dan jasa-jasa 

merupakan basis yang dapat 

menjadi pendorong sektor-sektor 

lainnya di kabupaten Kerinci. 

Berdasarkan Shift sahare sektor 

listrik, gas dan air bersih, 

pengangkutan dan konstruksi, 

keuangan, real estate dan jasa 

perusahaan, serta sektor hotel dan 

restoran yang prespektif untuk 

dikembangkan. 

3. Ekaristi 

Jekna 

Analisis 

Location 

Sektor pertambangan, pertanian, 

konstruksi, dan industri 
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Mangilalen

g, dkk
53

 

Quotient. 

Analisis 

Shift Share. 

merupakan sektor basis di 

kabupaten Minahasa Selatan. 

Sektor yang memberikan daya 

saing terbesar yaitu sektor 

pertanian, industri, dan konstruksi. 

4. Sapriadi 

Hasbiulllah
54

 

Analisis 

Location 

Quotient.. 

Analisis  

Shift Share. 

Berdasarkan hasil nalisis LQ dan 

Shift Share sektor jasa-jasa 

mrupakan sektor basis dan 

kompetitif di Kabupaten 

Bulukumba  

5. Fitri 

Amalia
55

 

Analisis 

Location 

Quotient, 

Analisis 

Shift Share. 

Sektor industri merupakan sektor 

basis yang memiliki indeks 

terbesar di Kabupaten Bone 

Bolango. 

Sektor keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan merupakan sektor 

kompetitif di kabupaten Bone 

Bolango. 

6. Saedah 

Afri 

tanjung
56

 

Analisis 

Location 

Quotien, 

Analisis 

Shift Shar. 

Sektor pertanian, Kehutanan, dan 

perikanan serta sektor 

perindustrian merupakan sektor 

basis. 

Sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan, sektor industri 

pengolahan, sektor pengadaan 

listrik dan gas, sektor administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib merupakan 

sektor yang mempunyai daya 

saing di Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan. 

7. Usanatul 

Hasanah
57

 

Analisis 

Location 

Quotient, 

Analisis 

Shift Share, 

dan Tipology 

Berdasarkan hasil perhitungan dari 

ketiga analisis menunjukkan 

bahwa sektor yang merupakan 

sektor unggulan dengan kriteria 

tergolong dalam sektor yang maju 

dan tumbuh dengan pesat, sektor 
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Klassen. basis dan kompetitif, yaitu sektor 

pertambangan dan penggalian, 

sektor administrasi pemerintah, 

pertahanan, dan jaminan sosial 

wajib. Sebagian dari sub sektor 

pertanian, kehutanan, dan 

perikanan yaitu sub sektor tanam 

pangan dan sub sektor jasa 

pertanian dan perburuan. 

8. Putri 

Melati 

Adela
58

 

Analisis 

Location 

Quotient, 

Analisis 

Shift Share. 

Berdasarkan gabungan hasil 

analisis Tipology klassen, 

Location Quotient, dan Shift Share 

maka yang merupakan sektor 

unggulan di Kota 

Padangsidimpuan yang memenuhi 

kriteria sebagai sektor sektor maju 

dan tumbuh dengan pesat, sektor 

basis, dan memiliki daya saing 

adalah sektor keuangan persewaan 

dan jasa perusahaan. 

9. Fachrurraz

y
59

 

Analaisis 

Location 

Quotient. 

Tipology 

Klassen. 

Shift Share. 

Sektor pertanian, sektor 

pertambangan dan 

penggalian,sektor industri 

pengolahan, sektor pengangkatan 

dan komunikasi merupakan sektor 

basis .Sektor pertanian, dan sektor 

pengnangkutan, komunikasi 

merupakan sektor maju dan 

tumbuh dengan pesat.Sektor 

pertanian, banguanan, dan 

konstruksi, dan sektor bank dan 

lembaga keuangan lainnya 

merupakan sektor yang kompetitif. 

 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Persamaan penelitan Ahmad Rizani terletak pada alat anlisis yang 

digunakan yaitu Analisis Location Qoutient, dan Shift Share. Perbedaannya 
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terletak pada lokasi penelitian, Ahmad Rizani melakukan penelitian di 

Kabupaten Jember sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

Persamaan penelitan Bambang Kurniawan terletak pada alat nalisis 

yang diguakan yaitu Analisis Location Quotuent, dan Shift Share. 

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitain Sapriadi Habiullah melakukan 

penelitain di Kabupaten Kerinci sedangkan peneliti melakukan penelitian di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

Persamaan penelitian Ekaristi Jekna Mangilaleng, dkk terletak pada alat 

analisis yang digunakan yaitu Analisis Location Quotient, dan Shift Share. 

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Ekaristi Jekna Mangilaleng, dkk 

melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Persamaan penelitian Sapriadi Hasbiullah terletak pada alat analisis 

yang digunakan yaitu Analisis Location Quotient, dan Shift Share. 

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian Sapriadi Hasbiullah melakukan 

penelitian di Kabupaten Bulukumba sedangkan peneliti melakukan penelitian 

di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Persamaan dengan penelitian Fitri Amalia terletak pada alat analisis 

yang digunakan yaitu Analisis Location Quotient dan Shift Share. Perbedaan 

terletak pada lokasi penelitiannya, Fitri Amalia melakukan penelitian, Fitri 

Amalia melakukan penelitain di  Kabupaten Bone Balango sedangkan peneliti 

melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan. 
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Persamaan dengan penelitian Saedah Afri tanjung terletak pada alat 

analisis yang digunakan yaitu Analisis Location Quotient dan Shift Share dan 

perbedaan terletak pada lokasi penelitian, lokasi Saedah Afri di wilayah 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan sedangkan peneliti maelakukan penelitian 

di Kabupatrn Pesisir selatan. 

Persamaan penelitian Usnatul Hasanah terletak pada alat analisis yang 

digunakan yaitu analisis Location Quotient dan Shift Share. Perbedaanya 

terletak pada lokasi penelitian, Usnatul hasanah melakukan penelitian di 

selururh Kabupaten Provinsi Sematera Utara, sedangkan peneliti melakukan 

penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Persamaan penelitian Putri Melati Adela terletak pada alat analisis yang 

digunakan yaitu Analisis Location Quotient dan Shift Share. Perbedaannya 

terletak pada loksai penelitian, Putri Melati Adela melakuakan penelitian di 

Kota Padangsidimpuan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di 

Kabupaten Pesisir selatan. 

Persamaan penelitian Fachrurrazy terletak pada alat analisis yang 

digunakan yaitu Analisis Location Quotient, dan Shift Share. Perbedaanya 

terletak pada lokasi penelitian, Fachrurrazy melakukan peenelitian di 

Kabupaten Aceh Utara, Sedangkan peneliti melakukan penelitian di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

J. Kerangka Pikir 

Salah satu indikator pentinng untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu wilayah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional 
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Bruto (PDRB). PDRB suatu wilayah dapat menggambarkan peranan sektor 

ekonomi dan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Pendapatan PDRB merupakan  variabel yang digunakan untuk mengetahui 

klasifikasi sektor perekonomian, sektor basis dan nonbasis, dan sektor 

unggulan dengan menggunakan alat analisis ekonomi regional, yaitu, 

Location Quotient, dan Shift Share. 

Dengan mengetahui sektor basis dan nonbasis, dan sektor unggulan 

maka bisa dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah untuk mencapai pembanganan daerah yang 

berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang dimiliki daerah tersebut. 

Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral, 

keberhasilan dapat dari kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB 

dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan 

perekonomian begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu strategi pembangunan 

di upayakan untuk menggali potensi yang ada agar dapat memacu 

pertumbuhan dan pembangunan di daerah. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

  Perekonomian Wilayah 

Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

Location Quotient 

 LQ > 1 = Sektor Basis 

 LQ < 1 = Sektor Non Basis 

 LQ = 1 = Spesialisasi 

Kabupaten sama dengan 

Tingkat Provinsi. 

Analisis Shift Share 

 Pertumbuhan Lapangan Kerja 

National Share (N). 

 Tingkat Pertumbuhan 

Propotional Shift (P). 

 Keunggulan Lokasi Differential 

Shift (D). 

Sektor Basis dan Non Basis 
Pertumbuhan Setiap 

Analisis Setiap Sektor 

Penetapan Sektor Unggulan 

Pembangunan Daerah 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi 

Sumatera Barat dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat dengan rentang waktu 

2013-2017. Penelitian ini dilakukan mulai Agustus 2019 sampai Maret 2020. 

B. Jenis Penelitiuan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis statistik 

deskriptif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan  sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
60

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimna adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
61

 Penelitian ini 

menggunakan data studi litratur tentang analisis penentuan sektor unggulan 

perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.  

Penelitian ini menggunakan studi time series dari tahun 2013-2017. 

Pengolahan data menggunakan metode analisis shift share, dan analisis 

Location Quotient. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan Ms. Exel. 

                                                                 
60

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta,2016), hlm. 13. 
61

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 142. 
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C. Populasi dan Sampel 

a. Populsai 

Populasi adalah suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau 

fenomena yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan.
62

 Populasi dari penelitian ini dalah PDRB Kabupaten Pesisir 

Selatan dan Sumatera Barat atas dasar harga konstan (ADHK) , Laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat 

(ADHK), Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat 

(ADHB) tahun 2013-2017. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
63

 Teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini yaitu purposive sampling atau disebut juga dengan judgmental 

sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap 

sampel.
64

  

Adapun kriteria dalam pengumpulan sampel yaitu data yang 

digunakan tersedia dan terpublikasi di website Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Utara malalui situs 

www.bps.go.id. Sampel dalam penelitian ini yaitu PDRB Kabupaten Pesisi 

Selatan dan Sumatera Barat ADHK tahun 2013-2017. 

                                                                 
62

 Morisan, Metode Penelitian Survey (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109. 
63

  Sugiyono, Op, Cit., hlm. 116. 
64

Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif  

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari pihak lain dari sumber-sumber telah ada dalam bentuk 

laporan yang sudah dipubikasikan.
65

 Data yang di himpun adalah PDRB Pesisir 

Selatan dan PDRB  Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2017 yang 

diperoleh dari data terpublikasi  di website Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat yaitu melalui  referensi sumber 

pustaka dari berbagai sumber, seperti publikasi situs www.bps.go.id. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti 

antara lain: 

1. Analisis Loqation Quation 

Location Quotient  digunakan untuk mengukur relative derajad 

spesialisasi suatu industri (kelompok industri) yang dimiliki oleh suatu 

wilayah dibandingkan dngan wilayah lainnya. Adapun yang digunakan 

sebagai pembanding biasanya adalah wilayah yang lebih luas atau bahkan 

setingkat nasional.
66

 

Metode location quotient (LQ) adalah salah satu teknik pengukuran 

yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menetukan sektor 

basis dan nonnbasis. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi dan 

merumuskan komposisi dan pergeseran sector-sektor basis suatu wilayah 

                                                                 
65

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

hlm. 19. 
66

 Iwan Nugroho, Pembangunan Wilayah, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 51. 
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dengan menggunakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah. 

Rumusnya adalah sebagai berikut:
67

 

LQ = (xi / PDRB) / (Xi / PNB) 

 
Dimana: 

xi : Nilai tambah sektor i Kabupaten 

Pesisir Selatan 

PDRB : Total PDRB Pesisir Selatan Pada 

tahun tertentu 

Xi : Nilai tambah Sektor i Provinsi 

Sumatera Barat  

PNB : Total PDRB Provinsi Sumatera 

Barat pada tahun tertentu 

Berdasarkan persamaan diatas ada tiga kemungkinnan LQ yang akan 

terjadi, yaitu:
68

 

a. Jika LQ > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis artinya 

tingkat spesialisasi kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi. 

Produksi komoditas yang bersangkutan sudah melebihi kebutuhan 

konsumsi di daerah dimana komoditas tersebut dihasilkan dan 

kelebihannya dapat dijual keluar daerah (ekspor). 

b. Jika LQ = 1 maka tingkat spesialisasi kabupaten sama dengan 

tingkat provisi. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup 

untuk kebutuhan daerah setempat karena belum mampu mencukupi 
                                                                 

67
 Robinson tarigan,  Op. Cit., hlm. 82. 

68
 Aditiya Nugraha Putra, ”Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota 

Provinsi Yogyakarta”, ( Skripsi, UN Syarifhidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 34-35. 
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kebutuhan konsumsi didaerah berangkutan dan pemenuhannya 

didatangkan dari tingkat privinsi. 

c. Jika LQ < 1 maka sektor tersebut dikategorikan sektor non basis, 

yaitu sektor yang tingkat spesialisasi kabupaten lebih rendah dari 

tingkat provinsi. 

2. Analisis Shift Share 

Analisis Shift-Share merupakan salah satu model pertumbuhan 

ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan 

ekonomi pada wilayah tersebut. Analisis Shift-Share merupakan model 

pertumbuhan ekonomi wilayah dalam mengidentifikasi peran ekonomi 

nasional dan kekhususan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah 

bersangkutan.
69

 Analisis Shift Share merupakan alat untuk 

membandiangkan laju prtumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah 

dengan wilayah nasional.
70

 

Perbedaan metode ini dengan LQ yaitu LQ tidak memeberikan 

penjelasan tentang faktor peneyebab perubahan struktur industri yang terjadi 

sedangkan analisis Shift Share menjelaskan secara rinci penyebab perubahan 

atas struktur industri yang diteliti. Analisis Shift Sahre menggunakan 

metode pengisolasian berbagai faktor  yang menyebabkan perubahan 

struktur industri suatu daerah dalaam pertumbuhannya dari satu periode ke 

periode berikutnya. 

                                                                 
69

 Sjafrizal, Ekonomi Wliayah dan Perkotaan (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), 

hlm. 96. 
70

 Robinson Tarigan, Op Cit, hlm. 85. 



57 
 

 

Data yang digunakan dalam analisis Shift Share ini adalah PDRB 

Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013-

2017 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010. Melalui 

anlisis Shift Share ada tiga informasi dasar yang dapat diketahui, dimana 

ketiga komponen tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya yaitu:
71

 

a. Komponen National Share (Ns) 

Komponen national share adalah banyaknya pertambahan 

lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama 

dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Komponen 

shift adalah penyimpangan dari national share dalam pertumbuhan 

lapangan kerja regional. 

Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih 

cepat dan negative di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat 

dibandingkan dengan pertumbuahan lapangan kerja secara nasional. 

Shift netto terbagi menjadi dua komponen yaitu propotional shift dan 

differential shift.  

Rumus perhitungan National Share adalah:
72

 

N ={[E r, i, t-n  x E N, t / E N, t-n]-E r, i, t-n} 

b. Komponen Propotional Shift (P) 

Propotional shift merupakan komponen struktural, mengukur 

besarnya shift regional netto yang di sebabkan oleh komposisi sektor-

sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di 
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 Ibid, hlm. 86-87. 
72
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daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara 

nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi 

dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau 

bahkan merosot. 

Rumus perhitungan Propotional Shift adalah: 

P = {E r, i, t-n x [(E N, i, t-n) – (E N, t / E N, t-n)]} 

c. Komponen Differential Shift (D) 

Differential shift dinamakan komponen lokasional atau regional, 

mengukur besarnya shift regional netto yang disebabkan oleh sektor-

sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di 

daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan 

oleh faktor-faktor lokasional intern. 

Rumus perhitungan Differential Shift adalah: 

D = {E r, i, t – [(E N, i, t / E N, i, t-n) x (E r, i, t-n)} 

Dimana: 

N : Wilayah nasional (Provinsi) 

r : Wilayah analisis (Kabupaten/kota) 

E : Jumlah lapangan kerja 

I : Sektor industri 

t : Tahun 

   t-n : Tahun awal 

   Ns : Nationnal Share 

P : Propotional Sahare 

D : Differential Share 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Kabupaten Pesisir Selatan 

1. Letak Geografis 

Secara astronomis, Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0
0
 59‟ – 

2
0
 28, 18‟ LS dan 100

0
 19‟ – 101

0
 18‟ BT. Berdasarkan letak 

geografisnya, Kabupaten Pesisir selatan terletak di pantai barat pulau 

sumatera dengan luas wilayah mencapai 5749,89 km
2
 dengan ketinggian 

yaitu 0 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Pessisir Selatan 

terletak pada garis khatulistiwa dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan  Kota Padang. 

b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. 

c. Sebelah Timur : Bertbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten 

Solok Selatan, dan Prvinsi Jambi. 

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudra Indonesia. 

2. Wilayah Administrasi 

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah dari 19 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan 

secara administrasi terdiri atas 15 Kecamatan, 182 Nagari, memilki 47 

pulau kecil yang menyebar di seluruh  sisi pantai Kabupaten Pesisir 

Selatan. 
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Berikut adalah penjabaran 15 Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: Kecamatan Silaut, Lunang Basa, Basa 

Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal, Airpura, 

Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang, Sutera, Batang Kapas, 

IV Jurai, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Koto IX Tarusan.
73

 

3. Demografi 

Berdasrkan luas wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan 

Lengayang merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas (590, 60 

km
2
/1,35 persen). Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2017 

mencapai 457. 285 jiwa, naik sebesar 3.643 jiwa dari tahun sebelumnya. 

Dengan demikian kepadatan penduduknya meningkat dari 78,93 

jiwa/km
2
, menjadi 79,53 Jiwa/km

2
. Kecamatan yang jumlah 

penduduknya terbanyak selama kurun waktu dari tahun 2013-2017 

dalaha Kecamatan Lengayang dengan jumlah penduduk sebanyak 52.592 

jiwa. Adapun Kecamatan yang jumlah penduduknya tertinggi adalah 

Kecamatan Bayang yaitu 474, 59 jiwa/km
2
. Kecamatan yang paling 

sedikit yaitu sebesar 7.277 jiwa 
 
dan sekaligus paling rendah kepadatan 

penduduknya yaitu sebesar 29,02 jiwa/km
2
 adalah Kecamatan IV Nagari 

Byang Utara. 

Menurut survei yang dilakukan BPS Kabupaten Pesisir Selatan 

sebesar 60,22 persen dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang 

berumur 15 tahun merupakan angkatan kerja yang terdiri dari yang 

                                                                 
73

 Badan Pusat Stitistik, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Dalam Angka 2017. 

hlm. 63. 
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bekerja atau sementara tidak bekerja tapi sebenarnya mempunyai 

pekeerjaan. Sedanngkan 36,96 persen adalah bukan angkatan kerja, 

termasuk di dalamnya 10,23 persen yang masih bersekolah, dan lain-lain 

sebanyak 25,70 persen. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Psisir 

Selatan Tahun 2013-2017 (Jiwa) 

 

No. Kecamatan 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Silaut 13284 13736 14131 14649 15093 

2. Lunang 19622 20129 20548 21077 21530 

3. Basa  AB 

Tapan 

13112 13324 13476 13643 13793 

4. Ranah AH 

Tapan 

13935 14269 14539 14872 15159 

5. Pancung Soal 24428 24997 25451 26012 26495 

6. Airpura 14803 15138 15405 15736 16019 

7. Linggo Sari 

Baganti 

43509 44088 44464 44835 45180 

8. Ranah Pesisir 30191 30363 30397 30330 30313 

9. Lengayang 52041 52416 51548 52538 52592 

10. Sutera 47867 48680 49270 49929 50516 

11. Batang Kapas 31111 31341 31430 31438 31480 

12. IV Jurai 44629 45256 45678 46106 46502 

13. Bayang 35743 36928 36945 36829 36781 

14. IV NB Utara 7279 7314 7314 7389 7277 

15. Koto IX 

Tarusan 

48186 48500 48590 48539 48555 

Jumlah 440740 446479 450186 453822 457285 

Sumber: Data diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui  bahwa sepanjang 

tahun 2013-2017 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mengalami 

Penigkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 Jumlah penduduk 



62 
 

 

Kabupaten Pesisir Selatan meningkat sebesar 5.739 jiwa dari tahun 

sebelumnya, tahun 2015 meningkat sebesar 3.707 jiwa, tahun 2016 

meningkat sebesar 3.636 jiwa dan tahun 2017 meningkat sebesar 3.463 

jiwa dari tahun sebelumnya. 

Kecamatan Lengayang merupakan kecamatan yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak dan kecamatan IV Nagari Bayang Utara 

sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah selama 

kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Pesisir Selatan. 

4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan 

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran sektor ekonomi. Besar 

kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil 

dari perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. 

Peningkatan PDRB secara unum juga diikuti oleh peningkatan secara 

nominal dari sektor-sektor ekonominya. 

Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan 

menurut lapangan ussaha atasa dasar harga konstan dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 

(pesen) 2013-2017 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pertanian, Kehutanan 3,71 5,55 5,55 2,21 3,16 

2 Pertambangan  5,5 3,38 4,64 5,72 2,97 

3 Industri Pengolahan  4,83 6,32 4,42 6,7 1,83 
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4 Pengadaan Listrik dan Gas -2,85 11,57 4,29 10,12 5,41 

5 Pengadaan Air 4,25 4,23 4,18 6,24 4,23 

6 Konstruksi 12,73 6,03 6,13 7,75 9,48 

7 Perdagan Besar 7,48 8,76 5,93 6,98 8,02 

8 Transpotasi 9,07 8,65 7,98 8,69 8,67 

9 Penyediaan Akomodasi 2,34 3,63 7,11 10,95 10,78 

10 Informasi dan Komunikasi 9,98 5,96 8,58 9,76 10,91 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,73 2,78 3,81 6,62 2 

12 Real Estate 5,93 5,95 5,97 5,82 5,21 

13 Jasa Perusahaan 5,52 5,38 5,4 5,12 5,23 

14 Administrasi 2,96 1,23 3,33 5,19 5,14 

15 Jasa Pendidikan 8,31 6,36 8,16 9,17 6,97 

16 Jasa Kesehatan 7,18 7,73 7,27 5,53 7,9 

17 Jasa Lainnya 5,18 5,18 5,22 11,98 8,81 

PDRB 5,9 5,8 5,73 5,33 5,42 

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan  (2019) 

Berdasarkan Laju pertumbuhan PDRB dari tabel 4.2 dapat dilihat 

bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun 

waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 sektor kontruksi 

memiliki nilai laju petumbuhan sebesar 12, 73 persen. 

Tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan 

mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 6,70 persen dan 

meningkat kembali pada tahun 2015-2017. Laju pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,1 persen 

dari tahun sebelumnya, tahun 2016 sebesar 1,62 persen dan tahun 2017 

meningkat sebesar 1,73 pesen dari tahun sebelumnya. 

B. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis 

Location Quotient, dan analisis  Shift Share. Analsis ini untuk menentukan 
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sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai 

bahan pertimbangan dalam rangaka perencanaan pembengunan 

perekonomian wilayah Kabupatan Pesisir Selatan. 

1. Analisis Location Quotient 

Analsis Location Quotient  merupakan suatu teknik pengukuran 

paling terkenal dari model basis dan non basis. Analisis LQ dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran 

sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan PDRB sebagai indikator 

pertumbuhan wilayah. Dalam penelitian ini daerah yang akan di 

bandingkan ialah PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dengan PDRB 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017. 

Jika nilai LQ > 1 maka sektor tersebut di kategorikan sebagai 

sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten lebih tinggi 

dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional atau Provinsi. Jika 

nilai LQ < 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis, 

artinya tingkat spesialisasi Kabupaten lebih kecil dibandingkan sektor 

yang sama di tingkat nasional atau Provinsi. 

Jika LQ = 1 maka tingkat spesialisasi Kabupaten sama dengan 

tingkat spesialisasi di tingkat nasional atau Provinsi. Produksi komoditas 

yang bersangkutan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah 

setempat dan belum mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi daerah yang bersangkutan. Berikut hasil perhitungan dengan 

metode analisis Location Quotient Kabupaten Pesisir Selatan: 
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Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Analisis Location Quotient Kabupaten 

Pesisir Slatan Tahun 2013-2017 

  

No. Sektor 
Tahun Rata-

rata 
Keterangan 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Pertanian 1,66 1,65 3,4 1,67 1,66 2,01 Basis 

2. Pertambangan 0,85 0,86 1,77 0,9 0,91 1,06 Basis 

3. Industri 0,76 0,77 1,62 0,8 0,8 0,95 Non Basis 

4. 

Listrik dan 

Gas 0,32 0,31 0,63 0,31 0,31 0,38 Non Basis 

5. Pengadaan Air 0,72 0,72 1,45 0,71 0,71 0,86 Non Basis 

6. Konstruksi 1,1 1,09 2,21 1,1 1,12 1,32 Basis 

7. 

Perdagan 

Besar 0,75 0,78 1,59 0,79 0,8 0,94 Non Basis 

8. Transpotasi 0,32 0,32 0,06 0,32 0,33 0,27 Non Basis 

9. Akomodasi 0,98 0,95 1,95 0,97 0,98 1,17 Basis 

10. Komunikasi 1,05 1,02 2,08 1,02 1,04 1,24 Basis 

11. Jasa Keuangan 0,76 0,74 1,52 0,73 0,73 0,89 Non Basis 

12. Real Estate 0,72 0,72 1,47 0,72 0,73 0,87 Non Basis 

13. 

Jasa 

Perusahaan 0,12 0,12 0,25 0,12 0,12 0,14 Non Basis 

14. Administrasi 1,08 1,07 2,14 1,05 1,06 1,28 Basis 

15. 

Jasa 

Pendidikan 0,77 0,77 1,57 0,78 0,76 0,93 Non Basis 

16. 

Jasa 

Kesehatan 0,95 0,95 1,93 0,94 0,94 1,14 Basis 

17. Jasa Lainnya 0,63 0,62 1,22 0,61 0,61 0,74 Non Basis 

Sumber: Data di olah (2019) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas tersdapat tujuh sektor di Kabupaten 

Pesisir Selatan yang merupakan sektor basis, berikut urutan nilai LQ dari 

tertinggi hingga terendah: 

a. Sektor pertanian dengan nilai rata-rata LQ sebesar 2,01 

b. Sektor kontruksi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,32 

c. Sektor administrasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,28 

d. Sektor komunikasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,24 

e. Sektor penyediaan akomodasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,17 
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f. Sektor jasa kesehatan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,14 

g. Sektor pertambagan denga nilai rata-rata LQ sebesar 1,06 

Gambar 4.1 

Hasil Perhitungan Location Quotient Kabuparen Pesisir Selatan 

Tahun 2013-2017 

 

  

Dari gambar 4.4 di atas dapat dilihat tujuh sektor basis di 

Kabupaten Pesisir Selatan. Sektor Pertanian merupakan sektor basis yang 

memiliki nilai rata-rata LQ tertinggi. 

2. Analsis Shift Share 

Analsis Shift Share merupakan alat untuk membandingkan laju 

pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah dengan wilayah 

nasional. Dimana analsis Shift Share menggunakan metode pengisolasian 

berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu 

darah dalam pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. 

Ada tiga informasi dasar yang dapat diketahui, dimana ketiga 

komponen tersebut memiliki hubungan satu sama lain yaitu: 
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a. Komponen National Share (N) 

Komponen national share adalah banyaknya pertambahan 

lapangan kerja regional, seandainya porsi perubahannya sama 

dengan laju pertumbuhan nasional selama periode tertentu. 

Komponen Shift  adalah pentimpangan dari national share dalam 

pertumbuhan lapangan kerja regional. 

Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih 

cepat dan nrgatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat di 

bandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. 

Shift netto  terbagi menjadi dua komponen yaitu Propotional Shift 

dan Differential Shift. 

b. Komponen Propotional Shift (P) 

Propotional Shift merupakan struktural, mengukur besarnya 

shift regional netto yang disebabkan oleh komposisi sektor-sektor 

industri di darah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-

daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor secara nasional 

tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi 

dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lebi lambat atau 

merosot. 

c. Komponen Differential Shift (D) 

Differential Shift  dinamakan komponen lokasional atau 

regional, mengukur besarnya shift reginal netto yang disebabkan 

oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau 
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lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional 

yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. 

Berikut adalah hasil perhitungan analsis Shift Share PDRB 

Kabupaten Pesisir Selatan: 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan National Share, Propotional Shift, Differential 

Shift Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017 

 

No. Sektor NS P D 

1 Pertanian 783,41679 -240,852145 26,7507733 

2 Pertambangan 76,981885 -42,2546204 20,6830309 

3 Industri 176,46569 -65,7809197 34,7534534 

4 Listrik dan Gas 0,7032569 0,453009628 -0,0844633 

5 Pengadaan Air 1,4780369 -0,12654486 -0,0847902 

6 Konstruksi 209,46167 54,38015525 18,0728182 

7 Perdagan Besar 259,41932 11,32919909 67,627413 

8 Transpotasi 82,78914 39,12875679 8,68956895 

9 Akomodasi 22,225384 10,96210976 0,56270884 

10 Komunikasi 149,70845 106,034883 -3,002836 

11 Jasa Keuangan  44,989537 -7,64698689 -6,1020283 

12 Real Estate 29,381944 -1,7993525 2,37588188 

13 Jasa Perusahaan 1,1132956 0,057060418 -0,0823239 

14 Administrasi 121,89037 -31,86933 -8,461066 

15 Jasa Pendidikan 60,175175 32,33204033 -4,3145106 

16 Jasa Kesehatan 26,919344 10,27614423 -1,1688343 

17 Jasa Lainnya 21,886866 14,23865474 -3,0582091 

Sumber: Data di olah (2019) 

C. Pembahasan Per Sektor Kabupaten Pesisir Selatan 

Sektor ekonomi unggulan adalah sektor yang  harus dikembangakan 

lebih lanjut dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah. Sektor ekonomi unggulan tersebut bukan hanya harus mampu untuk 

memenuhi permintaan dari dalam daerahnya sendiri akan tetapi juga harus 



69 
 

 

mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerahnya. Sektor ungggulan 

pada dasarnya dikaitkan dengan satu bentuk perbadingan, baik itu 

perbandingan berskala internasional, regional, maupun nasional. 

1. Sektor Pertanian 

Berdasarkan hasil analsis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor pertanian Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 2,01. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor pertanian komponen P memiliki 

nilai sebesar -240,852145 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di 

tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai 

komponen D sebesar 26,7507733 tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor pertanian bukan tergolong 

ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ > 1 dan 

bernilai negatif pada komponen P dan positif di komponen D. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Sektor Pertanian 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ > 1 Sektor Basis 

2. P Negatif Tumbuh lebih lambat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

 Sumber : Data di olah (2019)  
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2. Sektor Pertambangan 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor pertambangan Kabupaten Pesisir 

Selatan memiliki nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 1,06 Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor basis di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor pertamabangan komponen P 

memiliki nilai sebesar -42,2546204 berarti sektor ini tumbuh lebih 

lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan 

nilai komponen D sebesar 20,6830309 tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor pertambangan bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ > 

1 dan bernilai negatif pada komponen P dan positif pada komponen D. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Sektor Pertambangan 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ > 1 Sektor Basis 

2. P Negatif Tumbuh lebih lambat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

 Sumber : Data di olah (2019) 
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3. Sektor Industri 

Berdasarkan hasil analsis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor indusri Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor industri merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor industri komponen P memiliki 

nilai sebesar -65,7809197 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di 

tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai 

komponen D sebesar 34,7534534 tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor industri bukan tergolong ke 

dalam sektor unggulan, Karena memiliki nilai rata-rata LQ < 1 dan 

bernilai negatif pada komponen P dan positif di komponen D. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Sektor Industri 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Negatif Tumbuh lebih lambat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

 Sumber : Data di Olah (2019) 
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4. Sektor Listrik dan Gas 

Berdasarkan hasil analsis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor listrik dan gas Kabupaten Pesisir 

Selatan memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0.38. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor listrik dan gas merupakan sektor non basis di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor listrik dan gas komponen P 

memiliki nilai sebesar 0,453009628 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat 

di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai 

komponen D sebesar -0,0844633 tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor listrik dan gas bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ < 

1 dan bernilai positif pada komponen P dan negative pada komponen D. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Sektor Listrik dan Gas 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

 Sumber : Data di olah (2019) 
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5. Sektor Pengadaan Air 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor pengadaan air Kabupaten Pesisir 

Selatan memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,86. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor pengadaan air merupakan sektor non basis di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor pengadaan air komponen P 

memiliki nilai sebesar -0,12654486 berarti sektor ini tumbuh lebih 

lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan 

nilai komponen D sebesar -0,0847902 tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor pengadaan air bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ < 

1 dan bernilai negatif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Sektor Pengadaan Air 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Negatif Tumbuh lebih lambat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

 Sumber : Data di Olah (2019) 

  



74 
 

 

6. Analsis Sektor Kontruksi 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor kontruksi Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 1,32. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor kontruksi merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor kontruksi komponen P memiliki 

nilai sebesar 54,38015525 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai komponen D 

sebesar 18,0728182 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi 

Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor kontruksi tergolong ke 

dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ > 1 karena 

bernilai positif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Sektor Kontruksi 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ > 1 Sektor Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di cepat nasional 

atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

7. Perdagangan Besar dan Eceran 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor perdagangan besar dan eceran 
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Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 

0,94. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdangangan besar dan eceran 

merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor perdagangan besar dan ecaran 

Kabupaten Pesisir Selatan komponen P memiliki nilai sebesar 

11,32919909 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai komponen D sebesar 

67,627413 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera 

Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor perdagangan besar dan 

eceran bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai 

rata-rata LQ < 1 dan bernilai positif pada komponen P dan komponen D. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

8. Analisis Sektor Transportasi 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor tranportasi Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,27. Hal ini menunjukkan 
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bahwa sektor transportasi merupakan sektor non basis di Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor transportasi komponen P memiliki 

nilai sebesar 39,12875679 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai komponen D 

sebesar 8,68956895 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi 

Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor tranportasi bukan tergolong 

ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ < 1 dan 

bernilai positif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Sektor Transportasi 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

 Sumber : Data di olah (2019) 

9. Analisis Sektor Penyediaan Akomodasi 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor penyediaan akomodasi Kabupaten 

Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 1,17. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi merupakan sektor  

basis di Kabupaten Pesisir Selatan. 
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Hasil analisis Shift Share sektor penyediaan akomodasi komponen 

P memiliki nilai sebesar 10,96210976 berarti sektor ini tumbuh lebih 

cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai 

komponen D sebesar 0,56270884 tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor penyediaan akomodasi 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ > 

1 serta bernilai positif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Sektor Penyediaan Akomodasi 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ > 1 Sektor  Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

10. Analisis Sektor Komunikasi 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 1,24. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor komunikasi merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor komunikasi komponen P memiliki 

nilai sebesar 106,034883 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat 
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nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai komponen D 

sebesar -3,0028360 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi 

Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor komunikasi bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ > 

1 dan bernilai positif pada komponen P dan negatif pada komponen D. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Sektor Komunikasi 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ > 1 Sektor Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

11. Analisis Sektor Jasa Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor jasa keuangan Kabupaten Pesisir 

Selatan memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,89. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan merupakan sektor non basis di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor jasa keuangan komponen P 

memiliki nilai sebesar -7,64698689 berarti sektor ini tumbuh lebih 

lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan 
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nilai komponen D sebesar -6,1020283 tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor jasa keuangan bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ < 

1 dan bernilai negatif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Sektor Jasa Keungan 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Negatif Tumbuh lebih lambat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

12. Analisis Real Estate 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor real estate Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,87. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor real estate merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor real estate komponen P memiliki 

nilai sebesar -1,7993525 berarti sektor ini tumbuh lebih lamabat di 

tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai 

komponen D sebesar 2,37588188 tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 
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Berdasarkan analsis diatas maka sektor real estate bukan tergolong 

ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ < 1 dan 

bernilai negatif pada komponen P dan positif pada komponen D. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Sektor Real Estate 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Negatif Tumbuh lebih lambat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat 

3. D Positif Tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

13. Analisis Jasa Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2013-2017 sektor perusahaan Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,14. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor jasa perusahaan merupakan sektor non basis di Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

Hasil analisis Shift Share sektor jasa perusahaan komponen P 

memiliki nilai sebesar 0,057060418 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat 

di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangakan nilai 

komponen D sebesar -0,0823239 tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analsis diatas maka sektor jasa perushaan bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ < 
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1 serta bernilai positif pada komponen P dan negatif pada komponen D. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Jasa Perushaan 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

14. Sektor Administrasi 

Berdasarkan analsis Location Quotient diketahui bahwa sepanjang 

Tahun 2013-2017 sektor administrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 

nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 1,28. Hal ini menunjukkan bahwa 

sektor administrasi merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil analsis Shift Share, sektor administrasi komponen P memiliki 

nilai sebesar -31,86933 tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau 

Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki nilai sebesar 

-8,461066 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera 

Barat. 

Berdasarkan analisis di atas maka sektor administrasi tidak 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai LQ > 1 dan 

bernilai negatif pada komponen  P dan D. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.18 

Hasil Analisis Sektor Administrasi 

 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ > 1 Sektor  Basis 

2. P Negatif Tumbuh lebih lambat di tingkat 

nasional atau Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

15. Sektor Jasa Pendidikan 

Berdasarkan analsis Location Quotient diketahui bahwa sepanjang 

Tahun 2013-2017 sektor jasa pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,93. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor jasa pendidikan merupakan sektor non basis di Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

Hasil analsis Shift Share, sektor jasa pendidikan komponen P 

memiliki nilai sebesar 32,33204033 tumbuh lebih cepat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki 

nilai sebesar -4,3145106 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan 

Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analisis di atas maka sektor jasa pendidikan bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai LQ < 1 dan 

bernilai positif pada komponen  P dan negatif pada komponen D. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.19 

Hasil Analisis Sektor Jasa Pendidikan 

 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

16. Analisis Sektor Jasa Kesehatan 

Berdasarkan analsis Location Quotient diketahui bahwa sepanjang 

Tahun 2013-2017 sektor jasa kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 1,14. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor jasa kesehatan merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Hasil analsis Shift Share, sektor jasa kesehatan komponen P 

memiliki nilai sebesar 10,27614423 tumbuh lebih cepat di tingkat 

nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki 

nilai sebesar -1,1688343 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan 

Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan analisis di atas maka sektor jasa kesehatan bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai LQ > 1 dan 

bernilai positif pada komponen  P dan negatif pada komponen D. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.20 

Hasil Analisis Sektor Jasa Pendidikan 

 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ > 1 Sektor Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

17. Analisis Sektor Jasa Liannya 

Berdasarkan analsis Location Quotient diketahui bahwa sepanjang 

Tahun 2013-2017 sektor jasa lainnya Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 

nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,74. Hal ini menunjukkan bahwa 

sektor jasa lainnya merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Hasil analsis Shift Share, sektor jasa lainnya komponen P memiliki 

nilai sebesar 14,23865474 tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau 

Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki nilai sebesar 

-3,0582091 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi 

Sumatera Barat. 

Berdasarkan analisis di atas maka sektor jasa lainnya bukan 

tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai LQ < 1 dan 

bernilai positif pada komponen  P dan negatif pada komponen D. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.21 

Hasil Analisis Sektor Jasa Lainnya 

 

No. Aspek Parameter Makna 

1. LQ LQ < 1 Sektor Non Basis 

2. P Positif Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional 

atau Sumatera Barat 

3. D Negatif Tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : Data di olah (2019) 

D. Sektor Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan 

Sektor unggulan adalah sektor yang dikembangkan lebih lanjut dan 

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor 

unggulan tersebut bukan hanya harus mampu untuk memenuhi permintaan 

dari dalam daerahnya sendiri tetapi juga harus mampu untuk memenuhi 

permintaan dari luar daerahnya. Dengan dua alat analsis yang telah digunakan 

yaitu analisis Location Quotient (LQ) dan analsis Shift Share (SS) maka 

sektor unggulan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikiut 

ini: 

Tabel 4.22 

Sektor Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan 

  Tahun 2013-2017 

No. Sektor LQ 
Shift Share 

Keterangan  
P D 

1. Kontruksi > 1 + + Unggulan 

2. Akomodasi > 1 + + Unggulan 

3. Pertanian > 1 - + Bukan Unggulan 

4. Pertambangan > 1 - + Bukan Unggulan 

5. Komunikasi > 1 + - Bukan Unggulan 

6. Administrasi > 1 - - Bukan Unggulan 

7. Kesehatan > 1 + - Bukan Unggulan 

8. Industri < 1 - + Bukan Unggulan 

9. Listrik dan Gas < 1 + - Bukan Unggulan 

10. Pengadaan Air < 1 - - Bukan Unggulan 
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11. Perdagangan Besar < 1 + + Bukan Unggulan 

12. Transportasi < 1 + + Bukan Unggulan 

13. Keuangan < 1 - - Bukan Unggulan 

14. Real Estate < 1 - + Bukan Unggulan 

15. Prusahaan < 1 + - Bukan Unggulan 

16. Pendidikan < 1 + - Bukan Unggulan 

17. Jasa Liannya < 1 + - Bukan Unggulan 

  Sumber: Data di olah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.22 di atas dapat dilihat bahwa setelah di analisis 

yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan ada dua sektor 

yaitu: sektor kontruksi dan sektor akomodasi. Kedua sektor tersebut bisa 

menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan karena memenuhi 

ketentuan yang berlaku dalam penetuan sektor unggulan yaitu memiliki nilai 

rara-rata LQ > 1 dan bernilai positif pada komponen Propotional Shift (P) 

dan komponen Differentional Shift (D) pada analisis Shift Share. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Ekaristi Jekna yang berjudul “Analisis 

Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan”. Berdasarkan hasil penelitian 

ini yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah 

sektor kontruksi. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sedemikian mungkin 

agar peneliti memperoleh hasil sebaik mungkin. Namun demikian masih 

terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu rentang waktu yang dipakai 

dalam penelitian ini cukup rendah. Karena hanya meneliti lima tahun saja, 

diaman batas penelitian ini hanya sampai pada tahun 2017.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan yaitu analisis Location 

Quotient dan analisis Shift Share di Kabupaten Pesisir Selatan maka 

kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 

1. Sektor pertanian merupakan sektor basis yang memiliki indeks 

terbesar dibandingkan dengan enam sektor lainnya yang juga 

merupakan sektor basis yaitu sektor pertambangan, kontruksi, 

administrasi, komunikasi, penyediaan akomodasi, dan jasa 

kesehatan. Ketujuh sektor basis ini merupakan modal yang cukup 

baik perkembangan Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient di Kabupaten 

Pesisir Selatan sektor yang termasuk ke dalam sektor basis (LQ > 1) 

ada tujuh sektor yaitu sektor pertanian, kontruksi, administrasi, 

komunikasi, dan penyediaan akomodasi. Sektor non basis yaitu 

sektor industri, listrik dan gas, pengadaan air, perdagangan besar 

dan eceran, transportasi, keuangan dan asuransi, real estate, jasa 

perusahaan, pendidikan, dan jasa lainnya. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan analisis Shift Share sektor yang 

memiliki potensi dan daya saing atau memiliki nilai Proportional 

Shift dan Differential Shift yang bernilai positif adalah sektor 
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kontruksi dan akomodasi. Maka kedua sektor ini merupakan sektor 

unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas peneliti menyarankan beberapa 

hal untuk pihak terkait terutama pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan: 

1. Sektor kontruksi dan akomdasi yang menjadi sektor unggulan di 

Kabupaten Pesisir Selatan harus dikelola dengan lebih baik lagi agar 

dapat memberikan nilai tambah yang lebih tingggi lagi terhadap 

Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Psisir Selatan. 

2. Pemerintah Kabupaen Pesisir Selatan seharusnya lebih 

memperhatikan lagi sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor 

industri, sektor listrik dan sektor lainnya. Karena sektor-sektor 

tersebut masih dapat berkembang apabila dikelola dengan baik tidak 

kemungkinan dapat menjadi sektor unggulan. 

3. Penelitian ini massih terbatas pada tahap manentukan sektor- sektor 

unggulan, sehingga kepada peneliti lainnya di sarankan untuk 

melanjutkan penelitian sampai pada tahapan menetukan sub sektor 

dan komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga 

Konstan (Ribu Rupiah), 2013-2017 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pertanian 2797,6 2952,74 3116,57 3185,51 3286,24 

2 Pertambangan 272,89 283,48 296,63 313,6 322,92 

3 Industri Pengolahan  613,71 652,49 681,3 726,92 740,23 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 2,18 2,43 2,54 2,8 2,95 

5 Pengadaan Air 5,16 5,37 5,6 5,95 6,2 

6 Konstruksi 661,83 701,76 744,81 802,54 878,64 

7 Perdagan Besar 817,24 888,87 941,56 1007,36 1088,2 

8 Transpotasi 250,61 272,28 294,01 319,56 347,28 

9 Akomodasi 68,34 70,82 75,85 84,16 93,23 

10 Informasi dan Komunikasi 448,39 475,11 515,86 566,21 627,99 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 162,64 167,16 173,52 185,01 188,72 

12 Real Estate 98,77 104,64 110,7 117,14 123,25 

13 Jasa Perusahaan 3,8 4,01 4,23 4,44 4,67 

14 Administrasi 441,95 447,41 462,3 486,3 511,3 

15 Jasa Pendidikan 187,88 199,84 216,15 235,97 252,42 

16 Jasa Kesehatan 85,82 92,45 99,17 104,66 112,92 

17 Jasa Lainnya 68,08 71,6 75,34 84,37 91,81 

Produk Domestik Regional 

Bruto 6986,89 7392,46 7816,14 8232,5 8678,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 

Produk Domestik Regional Bruto sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 

(Ribu Rupiah), 2013-2017 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pertanian 30372,99 32151,48 33546,75 34222,56 35387,63 

2 Pertambangan 5722,82 5923,56 6144,57 6267,6 6338,26 

3 Industri Pengolahan  14388,52 15140,07 15418,54 16174,09 16540 

4  Listrik dan Gas 120,83 140 145,68 161,62 168,19 

5 Pengadaan Air 128,68 133,69 141,7 150,77 156,73 

6 Konstruksi 10825,24 11523,57 12315,04 13126,83 14075,89 

7 Perdagan  19442,01 20523,14 21626,6 22796,93 24279,26 

8 Transpotasi 13877,71 14929,94 162259,29 17506,91 18749,69 

9 Akomodasi 1248,91 1329,39 1420,41 1557,1 1693,49 

10 Informasi dan Komunikasi 7676,46 8322,87 9080,55 9934,33 10802,63 

11 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 3856,67 4041,34 4188,23 4524,38 4619,8 

12 Real Estate 2472,32 2609,89 2748,09 2895,55 3025,61 

13 Jasa Perusahaan 547,78 585,98 620,6 651,28 685,06 

14 Administrasi 7362,76 7511,11 7895,34 8286,94 8659,07 

15 Jasa Pendidikan 4357,63 4657,61 5022,03 5416,44 5954,62 

16 Jasa Kesehatan 1620,72 1749,92 1881,29 1984,29 2154,58 

17 Jasa Lainnya 1918,49 2067,17 2264,68 2476,53 2673,38 

Produk Domestik Regional Bruto 125940,54 133340,73 286719,39 148134,15 155963,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 3 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kbaupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2-17 (Persen) 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pertanian 3,71 5,55 5,55 2,21 3,16 

2 Pertambangan 5,5 3,38 4,64 5,72 2,97 

3 Industri  4,83 6,32 4,42 6,7 1,83 

4 Listrik dan Gas -2,85 11,57 4,29 10,12 5,41 

5 Pengadaan Air 4,25 4,23 4,18 6,24 4,23 

6 Konstruksi 12,73 6,03 6,13 7,75 9,48 

7 Perdagan 7,48 8,76 5,93 6,98 8,02 

8 Transpotasi 9,07 8,65 7,98 8,69 8,67 

9 Penyediaan Akomodasi  2,34 3,63 7,11 10,95 10,78 

10 

Informasi dan 

Komunikasi 9,98 5,96 8,58 9,76 10,91 

11 Jasa Keuangan 6,73 2,78 3,81 6,62 2 

12 Real Estate 5,93 5,95 5,97 5,82 5,21 

13 Jasa Perusahaan 5,52 5,38 5,4 5,12 5,23 

14 Administrasi 2,96 1,23 3,33 5,19 5,14 

15 Jasa Pendidikan 8,31 6,36 8,16 9,17 6,97 

16 Jasa Kesehatan 7,18 7,73 7,27 5,53 7,9 

17 Jasa Lainnya 5,18 5,18 5,22 11,98 8,81 

PDRB 5,9 5,8 5,73 5,33 5,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Konstan Tahun 2013-2-17 (Persen) 

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pertanian 3,72 5,86 4,34 2,01 3,4 

2 Pertambangan 7,55 3,51 3,73 2 1,13 

3 Industri Pengolahan  5,1 5,22 1,84 4,9 2,26 

4 Listrik dan Gas 3,42 15,87 4,05 10,94 4,06 

5 Pengadaan Air 4,92 3,89 5,99 6,4 3,96 

6 Konstruksi 10,3 6,45 6,87 6,59 7,23 

7 Perdagan Besar dan Eceran 6,31 5,56 5,38 5,41 6,5 

8 Transpotasi dan Pergudangan 8,47 7,58 8,9 7,67 7,1 

9 Penyediaan Akomodasi 5,9 6,44 6,85 9,62 8,76 

10 Informasi dan Komunikasi 9,11 8,42 9,1 9,4 8,74 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,91 4,79 3,63 8,03 2,11 

12 Real Estate 5,5 5,56 5,3 5,37 4,49 

13 Jasa Perusahaan 77,3 6,97 5,91 4,94 5,19 

14 Administrasi Pemerintahan 1,75 2,01 5,12 4,96 4,49 

15 Jasa Pendidikan 8,39 6,88 7,82 7,85 9,94 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,76 7,97 7,51 5,47 8,58 

17 Jasa Lainnya 5,3 7,75 9,55 9,35 7,95 

PDRB 6,08 5,88 5,53 5,27 5,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

Distribusi Presentase PDRB Sumatera Barat ADHB Tahun 2013-2017 (persen)  

 

No. Sektor 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 24,68 24,99 24,69 24,02 23,55 

2 Pertambangan dan Penggalian 4,6 4,88 4,82 4,52 4,26 

3 Industri Pengolahan  11,02 10,56 10,18 10,08 9,71 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,07 0,1 0,11 0,11 

5 

Pengadaan Air, Pengolahan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

6 Konstruksi 8,77 9,09 9,38 9,27 9,23 

7 Perdagan Besar dan Eceran 14,77 14,38 14,61 14,87 15,05 

8 Transpotasi dan Pergudangan 11,23 11,76 12,23 12,45 12,66 

9 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 1,07 1,13 1,22 1,31 1,35 

10 Informasi dan Komunikasi 5,26 5,13 4,85 4,99 5,28 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,15 3,1 3,1 3,17 3,09 

12 Real Estate 1,93 1,97 2 2 1,97 

13 Jasa Perusahaan 0,43 0,42 0,43 0,43 0,43 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

pertahanan, dan Jamianan Sosial 6,29 5,89 5,7 5,82 5,85 

15 Jasa Pendidikan 3,69 3,62 3,67 3,84 4,13 

16 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 1,34 1,28 1,26 1,27 1,33 

17 Jasa Lainnya 1,62 1,63 1,68 1,77 1,84 

PDRB 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

Hasil Perhitungan LQ Tahun 2013 

 

No. Sektor Xi PDRB xi/PDRB XI PNB XI/PNB LQ 

1 Pertanian 2797,6 6986,89 0,400407 30372,99 125940,5 0,241169 1,660274 

2 Pertambangan 272,89 6986,89 0,039057 5722,82 125940,5 0,045441 0,859526 

3 Industri  613,71 6986,89 0,087837 14388,52 125940,5 0,114249 0,768827 

4 Listrik dan Gas 2,18 6986,89 0,000312 120,83 125940,5 0,000959 0,32521 

5 Pengadaan Air 5,16 6986,89 0,000739 128,68 125940,5 0,001022 0,722804 

6 Konstruksi 661,83 6986,89 0,094725 10825,24 125940,5 0,085955 1,102023 

7 Perdagan  817,24 6986,89 0,116968 19442,01 125940,5 0,154375 0,757687 

8 Transpotasi 250,61 6986,89 0,035869 13877,71 125940,5 0,110193 0,325508 

9 Akomodasi 68,34 6986,89 0,009781 1248,91 125940,5 0,009917 0,986337 

10 

Informasi dan 

Komunikasi 448,39 6986,89 0,064176 7676,46 125940,5 0,060953 1,052874 

11 Jasa Keuangan 162,64 6986,89 0,023278 3856,67 125940,5 0,030623 0,760145 

12 Real Estate 98,77 6986,89 0,014136 2472,32 125940,5 0,019631 0,720115 

13 Jasa Perusahaan 3,8 6986,89 0,000544 547,78 125940,5 0,00435 0,125043 

14 Administrasi 441,95 6986,89 0,063254 7362,76 125940,5 0,058462 1,081967 

15 Jasa Pendidikan 187,88 6986,89 0,02689 4357,63 125940,5 0,034601 0,777163 

16 Jasa Kesehatan 85,82 6986,89 0,012283 1620,72 125940,5 0,012869 0,95447 

17 Jasa Lainnya 68,08 6986,89 0,009744 1918,49 125940,5 0,015233 0,639649 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 7 

Hasil Perhitungan LQ Tahun 2014 

 

No. Sektor xi PDRB xi/PDRB XI PNB XI/PNB LQ 

1 Pertanian 2952,74 7392,46 0,399426 32151,48 133340,7 0,241123 1,656525 

2 Pertambangan 283,48 7392,46 0,038347 5923,56 133340,7 0,044424 0,863204 

3 Industri 652,49 7392,46 0,088264 15140,07 133340,7 0,113544 0,777356 

4 Listrik dan Gas 2,43 7392,46 0,000329 140 133340,7 0,00105 0,313078 

5 Pengadaan Air 5,37 7392,46 0,000726 133,69 133340,7 0,001003 0,724518 

6 Konstruksi 701,76 7392,46 0,094929 11523,57 133340,7 0,086422 1,098438 

7 Perdagan 888,87 7392,46 0,12024 20523,14 133340,7 0,153915 0,781211 

8 Transpotasi 272,28 7392,46 0,036832 14929,94 133340,7 0,111968 0,328951 

9 Akomodasi 70,82 7392,46 0,00958 1329,39 133340,7 0,00997 0,960898 

10 

Informasi dan 

Komunikasi 475,11 7392,46 0,06427 8322,87 133340,7 0,062418 1,029663 

11 Jasa Keuangan 167,16 7392,46 0,022612 4041,34 133340,7 0,030308 0,746072 

12 Real Estate 104,64 7392,46 0,014155 2609,89 133340,7 0,019573 0,723185 

13 

Jasa 

Perusahaan 4,01 7392,46 0,000542 585,98 133340,7 0,004395 0,123434 

14 Administrasi 447,41 7392,46 0,060522 7511,11 133340,7 0,05633 1,074423 

15 

Jasa 

Pendidikan 199,84 7392,46 0,027033 4657,61 133340,7 0,03493 0,773915 

16 Jasa Kesehatan 92,45 7392,46 0,012506 1749,92 133340,7 0,013124 0,952933 

17 Jasa Lainnya 71,6 7392,46 0,009686 2067,17 133340,7 0,015503 0,624756 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 8 

Hasil Perhitungan LQ Tahun 2015 

 

No. Sektor xi PDRB xi/PDRB XI PNB XI/PNB LQ 

1 Pertanian 3116,57 7816,14 0,398735 33546,75 286791,39 0,116973 3,40879 

2 Pertambangan 296,63 7816,14 0,037951 6144,57 286791,39 0,021425 1,771321 

3 Industri 681,3 7816,14 0,087166 15418,54 286791,39 0,053762 1,621321 

4 

 Listrik dan 

Gas 2,54 7816,14 0,000325 145,68 286791,39 0,000508 0,639746 

5 

Pengadaan 

Air 5,6 7816,14 0,000716 141,7 286791,39 0,000494 1,45008 

6 Konstruksi 744,81 7816,14 0,095291 12315,04 286791,39 0,042941 2,219134 

7 Perdagan 941,56 7816,14 0,120464 21626,6 286791,39 0,075409 1,597473 

8 Transpotasi 294,01 7816,14 0,037616 162259,3 286791,39 0,565775 0,066485 

9 Akomodasi 75,85 7816,14 0,009704 1420,41 286791,39 0,004953 1,959366 

10 

Informasi dan 

Komunikasi 515,86 7816,14 0,065999 9080,55 286791,39 0,031663 2,08446 

11 

Jasa 

Keuangan 173,52 7816,14 0,0222 4188,23 286791,39 0,014604 1,520172 

12 Real Estate 110,7 7816,14 0,014163 2748,09 286791,39 0,009582 1,478055 

13 

Jasa 

Perusahaan 4,23 7816,14 0,000541 620,6 286791,39 0,002164 0,250093 

14 Administrasi 462,3 7816,14 0,059147 7895,34 286791,39 0,02753 2,148458 

15 

Jasa 

Pendidikan 216,15 7816,14 0,027654 5022,03 286791,39 0,017511 1,579246 

16 

Jasa 

Kesehatan 99,17 7816,14 0,012688 1881,29 286791,39 0,00656 1,934186 

17 Jasa Lainnya 75,34 7816,14 0,009639 2264,68 286791,39 0,007897 1,220654 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 9 

Hasil Perhitungan LQ Tahun 2016 

 

No. Sektor Xi PDRB xi/PDRB XI PNB XI/PNB LQ 

1 Pertanian 3185,51 8232,5 0,386943 34222,56 148134,15 0,231024 1,674904 

2 Pertambangan 313,6 8232,5 0,038093 6267,6 148134,15 0,04231 0,900323 

3 Industri 726,92 8232,5 0,088299 16174,09 148134,15 0,109185 0,808705 

4 

Listrik dan 

Gas 2,8 8232,5 0,00034 161,62 148134,15 0,001091 0,311736 

5 

Pengadaan 

Air 5,95 8232,5 0,000723 150,77 148134,15 0,001018 0,71011 

6 Konstruksi 802,54 8232,5 0,097484 13126,83 148134,15 0,088614 1,100095 

7 Perdagan 1007,36 8232,5 0,122364 22796,93 148134,15 0,153894 0,795118 

8 Transpotasi 319,56 8232,5 0,038817 17506,91 148134,15 0,118183 0,328448 

9  Akomodasi 84,16 8232,5 0,010223 1557,1 148134,15 0,010511 0,972552 

10 

Informasi dan 

Komunikasi 566,21 8232,5 0,068777 9934,33 148134,15 0,067063 1,025563 

11 

Jasa 

Keuangan 185,01 8232,5 0,022473 4524,38 148134,15 0,030542 0,7358 

12 Real Estate 117,14 8232,5 0,014229 2895,55 148134,15 0,019547 0,727943 

13 

Jasa 

Perusahaan 4,44 8232,5 0,000539 651,28 148134,15 0,004397 0,12267 

14 Administrasi 486,3 8232,5 0,059071 8286,94 148134,15 0,055942 1,055926 

15 

Jasa 

Pendidikan 235,97 8232,5 0,028663 5416,44 148134,15 0,036564 0,78391 

16 

Jasa 

Kesehatan 104,66 8232,5 0,012713 1984,29 148134,15 0,013395 0,949072 

17 Jasa Lainnya 84,37 8232,5 0,010248 2476,53 148134,15 0,016718 0,61301 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 10 

Hasil Perhitungan LQ Tahun 2017 

 

No. Sektor xi PDRB xi/PDRB XI PNB XI/PNB LQ 

1 Pertanian 3286,24 8678,97 0,378644 35387,63 155963,89 0,226896 1,668798 

2 Pertambangan 322,92 8678,97 0,037207 6338,26 155963,89 0,040639 0,915547 

3 Industri 740,23 8678,97 0,08529 16540 155963,89 0,10605 0,804243 

4 

Listrik dan 

Gas 2,95 8678,97 0,00034 168,19 155963,89 0,001078 0,315194 

5 

Pengadaan 

Air 6,2 8678,97 0,000714 156,73 155963,89 0,001005 0,710879 

6 Konstruksi 878,64 8678,97 0,101238 14075,89 155963,89 0,090251 1,121737 

7 Perdagan 1088,2 8678,97 0,125384 24279,26 155963,89 0,155672 0,805432 

8 Transpotasi 347,28 8678,97 0,040014 18749,69 155963,89 0,120218 0,332845 

9 Akomodasi 93,23 8678,97 0,010742 1693,49 155963,89 0,010858 0,989302 

10 

Informasi dan 

Komunikasi 627,99 8678,97 0,072358 10802,63 155963,89 0,069264 1,04467 

11 

Jasa 

Keuangan 188,72 8678,97 0,021745 4619,8 155963,89 0,029621 0,734092 

12 Real Estate 123,25 8678,97 0,014201 3025,61 155963,89 0,019399 0,732032 

13 

Jasa 

Perusahaan 4,67 8678,97 0,000538 685,06 155963,89 0,004392 0,122502 

14 Administrasi 511,3 8678,97 0,058913 8659,07 155963,89 0,05552 1,06111 

15 

Jasa 

Pendidikan 252,42 8678,97 0,029084 5954,62 155963,89 0,038179 0,761773 

16 

Jasa 

Kesehatan 112,92 8678,97 0,013011 2154,58 155963,89 0,013815 0,941812 

17 Jasa Lainnya 91,81 8678,97 0,010578 2673,38 155963,89 0,017141 0,617142 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 11 

Hasil Perhitungan National Share, Propotional Share, Differentional Share 

 

No. Sektor NS P D 

1 Pertanian 783,41679 -240,852145 26,7507733 

2 Pertambangan 76,981885 -42,2546204 20,6830309 

3 Industri 176,46569 -65,7809197 34,7534534 

4 Listrik dan Gas 0,7032569 0,453009628 -0,0844633 

5 Pengadaan Air 1,4780369 -0,12654486 -0,0847902 

6 Konstruksi 209,46167 54,38015525 18,0728182 

7 Perdagan Besar 259,41932 11,32919909 67,627413 

8 Transpotasi 82,78914 39,12875679 8,68956895 

9 

Penyediaan 

Akomodasi 22,225384 10,96210976 0,56270884 

10 Komunikasi 149,70845 106,034883 -3,002836 

11 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 44,989537 -7,64698689 -6,1020283 

12 Real Estate 29,381944 -1,7993525 2,37588188 

13 Jasa Perusahaan 1,1132956 0,057060418 -0,0823239 

14 Administrasi 121,89037 -31,86933 -8,461066 

15 Jasa Pendidikan 60,175175 32,33204033 -4,3145106 

16 Jasa Kesehatan 26,919344 10,27614423 -1,1688343 

17 Jasa Lainnya 21,886866 14,23865474 -3,0582091 

 

 


